UNIVERSITASINDONESIA

KEPASTIAN HUKUM ATASAKTA NOTARISYANG
BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN

TESIS

Oleh :
Fauzie Kamal I smail
0906583270

UNIVERSITASINDONESIA
FAKULTASHUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK, 2011

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011


Administrator
Note
Silakan klik bookmarks untuk melihat atau link ke hln


UNIVERSITASINDONESIA

KEPASTIAN HUKUM ATASAKTA NOTARISYANG
BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN

TESIS

Digjukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Oléeh:
Fauzie Kamal | smail
0906583270

UNIVERSITASINDONESIA
FAKULTASHUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK, 2011

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesisini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip

maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Marma o Fauzic Kamal 1smail
MPM o (OASEIETI0

Tanda Tangan

[ e pa] o OGTTuli 2001

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesisini digjukan oleh

Nama :  Fauzie Kamal Ismall

NPM : 0906583270

Program Studi . Magister Kenotariatan

Judul Tesis . Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang

Berkaitan Dengan Pertanahan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing . Enny Koeswarni, SH., M. Kn. G PR y 3

Penguji . Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH.. MH (

Penguji © Winanto Wiryomartani, SH., M. Hum  (

Ditetapkan di
Tanggal

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiedti Rabbi, atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat nesaikan tesis ini untuk
persyaratan dalam memenuhi ujian Magister Kendgarigpada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

Judul tesis yang Penulis teliti adalakepastian Hukum Atas Akta Notaris
Yang Berkaitan Dengan Pertanahan”.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapiama kasih yang tak
terhingga kepada semua pihak yang telah membarnandegan penyusunan tesis,
terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Mertua tercinta, yang telah Imeeikan bimbingan dan do'a
kepada Penulis.

2. Isteri dan anakku tercinta yang telah memberikakudgan dan doa kepada
Penulis.

3. Dekan Fakultas Hukum dan jajarannya yang telah reeikdn bimbingan dan
bantuan kepada Penulis.

4. Ibu Enny Koeswarni, SH., M. Kn selaku Pembimbirgjge/ang telah memberikan
materi dan teknik penulisan kepada Penulis dalamyseinan tesis.

5. Bapak/lbu Dosen yang telah membimbing Penulis gglairdapat menyelesaikan
kuliah.

6. Adik-adikku tercinta yang telah memberikan semangatdo a kepada Penulis.

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



10.

11.

12.

13.

14.

Drs. Adjum Djumara beserta keluarga dan keluargaiigang telah memberikan
motivasi kepada penulis.

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Ir. Arief Setiabudi Canny dan Keluarga yang teladnmbantu kelancaran penulisan
skripsi

Drs. Jusfin Ketaren, MM dan Staf Direktorat Penal@ih Hak Tanah dan Guna
Ruang yang telah membantu kelancaran penulisapsskri

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara, Kep#&antor Wilayah Provinsi
DKI Jakarta dan Kepala Kanwil Wilayah Provinsi JaBarat beserta jajarannya,
Kepala Kantor Kota Ternate, Kepala Kantor AdmirisirJakarta Selatan, Kepala
Kantor Kota Bandung beserta jajarannya.

Ibu Siti Rahayu (Ibu Yayuk)

PT. Pertamina, khususnya Pertamina training & Cltingu

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini, mdsimyak kekurangan

dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetafangndimiliki penulis. Segala

tegur sapa dan kritik yang sifatnya membangun plara pembaca akan penulis terima

dengan lapang dada, demi mendekati kesempurnaiandias sebagai perbaikan serta

menambah wawasan dalam bidang kenotariatan khusus~-

Depol,

Fawie K_‘d..l-'tmlil_

NPAT 0906583270

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama . Fauzie Kamal Ismail
NPM 0906583270

Program Studi . Magister Kenotariatan
Departemen :

Fakultas :  Hukum

Jenis Karya . Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karyailmiah saya yang berjudul :

‘KEPASTIAN HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG BERKAITAN
DENGAN PERTANAHAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan
mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagal pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : DepOk
Padatanggal : 06 Juli 2011
Yang mengaiak:

{Favehe al lsmail)

Vi

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



ABSTRAK

Nama :  Fauzie Kamal Ismail

Program Studi :  Magister Kenotariatan

Judul . Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan
Pertanahan

Secara normatif perluasan kewenangan baru Notaris dalam membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan sudah jelas pengaturannya dan  dapat
diimplementasikan, namun dalam prakteknya di lapangan kewenangan untuk
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasa 15 ayat (2)
butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak dapat
dilaksanakan pendaftarannya pada Badan Pertanahan Nasional, dengan tidak dapat
didaftarnya akta tersebut pada Badan Pertanahan Nasional maka timbul
permasalahan, yaitu Bagaimana kepastian hukum terhadap akta yang berkaitan
dengan pertanahan yang seharusnya dibuat oleh atau dihadapan Pegjabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) tetapi dibuat oleh atau dihadapan notaris? dan Bagaimana
kepastian hukum akta Notaris yang berkaitan dengan pertanahan berdasarkan hukum
tanah nasional?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu untuk menggambarkan atau
memberikan data mengenai akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang
berkaitan dengan pertanahan. Kepastian hukum terhadap akta Notaris yang berkaitan
dengan pertanahan harus dikaji berdasarkan tiga aspek hukum, yaitu aspek hukum
privat, aspek hukum publik dan aspek hukum tanah nasiona. Berdasarkan hukum
privat akta tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak karena
hukum privat mengatur kepentingan perorangan (bij zondere belangen), dikehendaki
oleh para pihak yang berkepentingan dan mempunya hubungan hukum antara orang
yang satu dengan yang lain dimana kedua-duanya sebagai anggota masyarakat. Dari
aspek hukum publik maka akta notaris yang berkaitan dengan pertanahan tidak dapat
memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila
tidek didaftarkan dalam daftar-daftar umum vyang diselenggarakan oleh
Lembaga/Badan/Instansi publik untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat
umum (publik) guna terpenuhinya asas publisitas sehingga dapat memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan
mengenai data fisik atau data yuridis yang diumumkan. Pembuatan akta yang
berkaitan dengan pertanahan dalam hukum tanah nasional hanya memberikan
kewenangan kepada PPAT bukan Notaris karena PPAT adalah pejabat umum yang
merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem administrasi hukum pertanahan/
keagrariaan Indonesia yang bersumber pada filosofi, teori-teori, ajaran serta asas-asas
hukum pertanahan adat, sedangkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang
membuat alat bukti perbuatan hukum atas tanah yang bersumber pada filosofi, teori-
teori, gjaran serta asas-asas hukum pertanahan barat (BW).

Kata kunci: Kepastian Hukum.
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ABSTRACT

Name . Fauzie Kamal Ismail
Study Program : Magister of Notarite
Title . ThelLegal Certainty Of The Land Deed

Normatively extention of the new authority in composing or creating the Notary deed
relating to land is clear the settings and can be implemented, but in practice in the
field the authority to make a deed relating to land in accordance with Article 15
paragraph (2) point f of Law Number 30 Year 2004 about the Notary can not be
implemented for registration on the National Land Agency, the deed can not be
registered at the National Land Agency then raised the question, namely How lega
certainty to the deed relating to land should be made by or before the official maker
of Deed Land (PPAT) but made by or before a notary? How about legal certainty and
the Notary deed relating to land under the national law of the land?. The research
method used in this paper is the study of juridical normative literature, which is to
describe or provide data on the deed made by or before a Notary related to land.
Legal certainty to the Notary deed relating to land should be assessed according to
three aspects of the law, the legal aspects of private, public and legal aspects of the
legal aspects of national land. Under the deed of private law can give legal certainty
to the parties because the private law to set the interests of individuals (bij zondere
belangen), desired by the interested parties and have a legal relationship between
people with each other where both as members of society. From the aspect of public
law the deed relating to land can not give legal certainty to holders of rights on aland
parcel if it is not registered in the lists of commonly held by the Institution/Agency/
Public Agency to be published to the general public (public) to fulfillment of the
principle of publicity so as to provide an opportunity for interested parties to clam
objections both physical and juridical data are announced. Deed relating to land in the
national land law only authorizes the PPAT is not a Notary, because they public
officials which is a fundamenta requirement in the administrative system of land
law/agraria Indonesia which is based on the philosophy, theories, teachings and
principles of land law customary land law, while the Notary is a public officia
authorized to make the evidence in lega acts on land which is based on the
philosophy, theories, teachings and principles of Anglo Saxon Law (BW).

Key words: Legal Certainty.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan hukum bagi pembangunan hukum dinksla sangat
diperlukan guna menampung kebutuhan-kebutuhan huksegala bidang, hal
tersebut sesuai dengan prinsip Negara Republik niegla yaitu menjamin
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yaeagntikan kebenaran dan
keadilan sehingga tujuan hukum tercapai.

Merujuk pendapat Radbrurh, bahwa tujuan hukum hareimenunhi tiga hal
pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapaituyleadilan, kepastian dan
kemanfaatah

Keadilan secara gramatikal berasal dari kata adibyartinya seimbang dan
tidak berat sebelah. Dr. Andi Hamzah, SH dalam "Karflukum” memberikan
pengertian keadilan adalah keseimbangan antara pahg diperoleh pihak-
pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugrerupakan salah satu
sifat hukum disamping kemanfaatan

Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikdagai memberikan hak
yang setara dengan kapasitas seseorang atau pakolerlkepada tiap orang
secara proporsional, tetapi juga bisa berarti mendagna banyak kepada setiap
orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan priksggimbangan. Hukum
tanpa keadilan menurut Geny tidaklah ada artinyeassekafi.

! Darji Darmodiharjo dan ShidartBpkok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)2B4l.

2 Raimond Flora Lamandasa, “PENEGAKAN HUKUMyttp: //www.scribd.com/doc/
2953532/Penegakkan-Hukum, diunduh 27 September 2010

® 1bid.
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Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasg artinya sudah tetap,
mesti dan tentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan Departeendidikan dan
Kebudayaan memberikan pengertian kepastian yaitihgde(keadaan) pasti
(sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan miengeaukum adalah perangkat
hukum suatu negara yang mampu menjamin hak danjikewasetiap warga
negara, Jadi kepastian hukum adalah ketentuankatatapan yang dibuat oleh
perangkat hukum suatu negara yang mampu membegakainan atas hak dan
kewajiban kepada setiap warga nedara.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hufang jelas, tetap
dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapa&ngiouhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subyektif

Kepastian hukum menuntut suatu lalulintas hukumaldith kehidupan
masyarakat dimana memerlukan adanya alat bukti yeermgentukan dengan jelas
hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek huklam daasyarakat, agar
mempunyai peranan dalam hubungannya dengan maayarsng dapat
memberikan kepastian hukum akan hak dan kewajibdividu dan kelompok
masyarakat secara tertulis maka diperlukan Pejdbatm yang dapat membuat
produk hukum berupa akta otentik yang didasarkata gzeraturan perundang-
undangan yang berlaku yang dapat dijadikan sebalghipembuktian tertulis,
memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hutenmadap pihak-pihak
yang telah membuat perjanjian dalam akta yang diloleh Pejabat Umum
tersebut.

Sebuah akta dapat dikatakan sebagai akta oterdikilaptelah memenuhi
dua unsur, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwerdary dibuat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Banyak orang yaak tieengetahui bagaimana
seharusnya sebuah akta otentik itu dibuat. Ketentnengenai pembuatan akta
otentik sendiri kadang kala diabaikan oleh banydiakp termasuk diantaranya

oleh Pejabat Umum yang telah ditunjuk untuk memiakéa otentik. Sesuatu hal

* Departemen Pendidikan dan Kebuday#&mus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai
Pustaka, 1997), hal. 735.

5 Raimond Flora Lamandasa, PENEGAKAN HUKUM.
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yang ironis tentunya mengingat fungsi Pejabat Unyamg telah ditunjuk untuk

membuat akta otentik merupakan pejabat yang bemgemaengesahkan dan
mencatat sebuah akta otentik. Padahal apabila pearbwakta tidak dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akibaseymah akta akan
kehilangan keotentikannya. Hal ini menimbulkan ledagensi dimana akta hanya
memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana layakrkfa di bawah tangan dan
bukan akta otentik.

Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam paséB I&itab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang sed@mikang dibuat dalam
bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh dtdnadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akitaliibuat.

Sedangkan pengertian akta otentik menurut Sudikeotddusumo, yaitu
akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenamgk itu oleh penguasa,
menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetaplaik, dengan maupun tanpa
bantuan dari yang berkepentingan, terutama yanguaehketerangan seorang
pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannyaitiaat dihadapannya

Akta otentik dimaksud dibuat oleh atau dihadapajab2¢ Umum salah
satunya adalah Notaris yang mempunyai perananasetéam menegakkan
hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notgaisg begitu besar, Notaris
dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaebagai kelompok elit berarti
Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang sesasiologis, ekonomis,
politis serta psikologis berada dalam stratifikgeng relatif lebih tinggi diantara
masyarakat pada umumrya

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukbuat akta otentik
sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikbkesn bagi pejabat umum
lainnya. Pembuatan akta otentik tidak hanya dilams oleh peraturan
perundang-undangan dalam rangka menciptakan kapdsikum, ketertiban dan
perlindungan hukum, tetapi juga karena dikehendalkeh pihak yang

berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajilzaia pihak demi kepastian

® Sudikno Mertokusumd-ukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988),
hal. 123.

" Abdul Ghofur Anshoril.embaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika
(Yogyakarta : Ull Press, 2009), hal. 1.
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dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepeatingekaligus bagi
masyarakat secara keseluruhan.

Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang natrakia otentik sangat
berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yeengghadap kepadanya,
karena adanya legalisasi dari Notaris sangat dikanl untuk membuktikan akan
adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajib@amtiert

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemaansizenjadikan proses
seseorang menuju Notaris yang ahli menjadi pentihgchtar Kusumaatmadija
menegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tpepaidikan mengenai
tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lepgkDalam bidang hukum
keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang amegkut tanggung jawab
yang dipercayakan kepadanya dan profesi pada unmans@yta nilai-nilai dan
ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam itaek@n profesinya, hanya
akan menjadi tukang-tukang yang terampil belakabalang hukum dan
profesinya®

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat aktatibtehal tersebut
termaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30nT2004 tentang Jabatan
Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat akta iktenéngenai perbuatan,
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh pamatperundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingark dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan aktenyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, seyautinsepanjang pembuatan
akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecwaalilkkepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Notaris juga mempunyai kewewenangan untuk mengesatdnda tangan
dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawalratengan mendaftar dalam
buku khusus, membukukan surat-surat dibawah tadgagan mendaftar dalam
buku khusus, membuat kopi dari asli surat-suradwlédh tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digd@mbadalam surat yang
bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotdkemgan surat aslinya,
memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan @¢ambakta, membuat

8 Darmodiharjo dan ShidartRpkok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, 265.
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akta yang berkaitan dengan pertanahan atau merakiaatisalah lelang. Dari hal
tersebut sangat jelas dengan diundangkannya Undzheyag Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris telah memberikan suafikasi hukum terhadap

pengaturan hukum di Indonesia terutama yang barkalengan Jabatan Notaris
terutama mengenai perluasan kewenangan Notarisndalambuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan. Namun disisi lain Rejabat Umum lain yang
diberi kewenangan untuk membuat akta yang berkaitangan pertanahan
tersebut yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah atau d#enal dengan sebutan
PPAT, merupakan Pejabat Umum yang khusus diberikawenang untuk

membuat dan menandatangani akta dari perjanjianng ydermaksud

memindahkan hak atas tanah, Menggadaikan tanahra&eunjam uang dengan
hak atas tanah sebagai tanggungan terhadap buitd s®enyelenggarakan
administrasi sesuai dengan peraturan perundangigadayang berlaku, yang
sekaligus memberikan perlindungan hukum dan kegastiukum kepada
masyarakat.

Secara normatif perluasan kewenangan baru Notalsmdmembuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan sudah jelas peagaya dan dapat
diimplementasikan, namun dalam prakteknya di lapangewenangan untuk
membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertansbsumai dengan Pasal 15
ayat (2) butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2@84tang Jabatan Notaris
tidak dapat didaftarkan kepada Lembaga/Badan/Isstaemerintah (dalam hal
ini adalah Badan Pertanahan Nasional) karena LeafBadan/Instansi
Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) hanya magake Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenategndemembuat akta-akta
yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana gtaig terakomodir dalam
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang RumabnSus$ndang-undang
Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor @Aui 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Adgfapala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Batelan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafthearah yang ditindak
lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tal@®8 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dijabal&agan Peraturan Kepala
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Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tgrietentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentangtuPan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, yang intinya bahwa yang dindkiengan Pejabat yang
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahanhaB&®AT dimana bertugas
untuk melaksanakan sebagian dari kegiatan pendafttanah dengan tugas
pembuatan akta (otentik) sebagai bukti telah diakuperbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas SatRamah Susun yang
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan datadaftaman tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di daerahaksm yang ditentukan oleh
pemerintah kompetensi absolute) yakni kabupaten atau kota satu wilayah dengan
wilayah kerja Kantor pertanahan.

Kalau kita menilik hal tersebut diatas, maka kkkarabertanya-tanya apakah
akta-akta Notaris yang berkaitan dengan pertandbhpat memberikan kepastian
hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut makaadk#ayang dibuat oleh
Notaris yang berkaitan dengan pertanahan harugaditdari aspek hukum yaitu
pertama dari aspek hukum privat, kedua dari asp&kirh publik dan ketiga dari
aspek hukum tanah nasional.

Menurut pandangan doktrin definisi hukum privat ladayang mengatur
kepentingan perorangarbif zondere belangen). Hukum publik merupakan
peraturan hukum yang mengatur kepentingan umaigerfene belangen)®. Jadi
setiap perbuatan atau perjanjian dalam hukum puiarkis diketahui oleh umum
(asas publisitas) sedangkan definisi hukum tanalonal (hukum agraria) adalah
keseluruhan hukum baik hukum perdata maupun hukaten negara maupun
hukum tata usaha negara yang mengatur hubungara ameng termasuk badan
hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalaayahl negara dan mengatur
wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungabuers

Dari Pengertian tersebut maka akta-akta Notarigy ylaerkaitan dengan
pertanahan jika ditinjau dari aspek hukum privapadamemberikan kepastian
hukum dan juga perlindungan hukum karena telabdehubungan hukum antara
orang yang satu dengan yang lain kedua-duanya aiedaggota masyarakat dan
dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingamrsgdan dilihat dari aspek

® Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori & Praktik Peradilan Indonesia,
Edisi Revisi 2002, (Djambatan, 2002), hal. 1.
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hukum publik dan aspek hukum tanah nasional maka radtaris yang berkaitan
dengan pertanahan belum dapat memberikan kep&stam kepada pemegang
hak atas suatu bidang tanah apabila tidak didaftadalam daftar-daftar umum
yang diselenggarakan oleh Lembaga/Badan/Instansmefatah (Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia) yang tdlabri kewenangan dalam
melakukan pendaftaran atas akta-akta yang berkdé@agan pertanahan tersebut
untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat umpublik) sehingga dapat
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang penkegan untuk
mengajukan keberatan mengenai data fisik atauydatdis yang diumumkan dan
dapat menyediakan atau memberikan informasi keppiti@k-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah dengan memberd@at Keterangan
mengenai obyek dan subyek yang berkaitan dengaathakanabh.

Walaupun Notaris dan PPAT merupakan Pejabat yangpueya prefesi
hukum yang berbeda, tetapi apabila Lembaga/Badsariai Pemerintah (Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia) mengakanasda-akta Notaris yang
berkaitan dengan pertanahan tersebut kedalam pmmaperundang-undangan
pertanahan dan menerima akta tersebut untuk dagaftatkan maka dapat
dipastikan akta-akta yang dibuat oleh atau dihagdadataris yang berkaitan
dengan pertanahan dapat mempunyai kepastian hu&padé& pemegang hak atas
suatu bidang tanah

Hal tersebut dapat dilakukan apabila terjadi deallitip antara
Lembaga/Badan/Instansi Pemerintah (dalam hal idlaBaPertanahan Nasional
Republik Indonesia) dengan Departemen Hukum dan WKaksi Manusia
Republik Indonesia sehingga dapat memberikan kiepabtikum terhadap akta-
akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yankgitan dengan pertanahan.

Mengenai hal tersebut diatas menarik untuk dikpgikah akta-akta notaris
yang berkaitan dengan pertanahan dapat memberigaasttan hukum apabila
ditinjau dari aspek hukum privat, aspek hukum paublian aspek hukum tanah

nasional.
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1.2 Pokok Permasalahan
Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas dapat midiskan Pokok

Permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap akta yang lemkaidengan
pertanahan yang seharusnya dibuat oleh atau dihad@pjabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) tetapi dibuat oleh atau dihadapztaris ?

2. Bagaimana Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yangk&8én Dengan

Pertanahan Berdasarkan Hukum Tanah Nasional?

1.3 Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah studi
kepustakaan bersifat yuridis normatif yang didukuemgan hasil wawancara,
yaitu untuk menggambarkan atau memberikan data ememgakta yang dibuat
oleh atau dihadapan Notaris yang berkaitan dengartarmhan, mencari
pengertian dan kewenangan Notaris dalam memlitetyang berkaitan dengan
pertanahan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahum 2806tang Jabatan
Notaris dan akibat dari kewenangan itu sendiri asex¢jauhmana akta yang
berkaitan dengan pertanahan dibuat oleh atau dilbadBejabat Notaris bukan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat membekigpastian hukum.

Penelitian ini berdasarkan bentuknya menggunakenpienelitian evaluatif,
yaitu penelitian untuk melakukan suatu evaluasi geeai jaminan kepastian
hukum atas kewenangan Notaris dalam membuat akig lparkaitan dengan
pertanahan baik dari aspek hukum privat, aspek rupublik dan aspek hukum
tanah nasional.

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini bedo untuk memberi jalan
keluar atau solusi dari dilaksanakannya kewenahgdaris dalam membuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan terhadap In®adsih lain terutama Badan
Pertanahan Nasional.

Jenis penelitian ini mengunakan data sekundery ydata yang diperoleh
langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dekasi dengan membaca
berbagai buku/sumber yang didukung dengan wawandamamenganalisanya

terutama yang berkaitan dengan kewenangan Notald@ndmembuat akta yang
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berkaitan dengan pertanahan, pendapat para ahinhdkn Peraturan Perundang-
undangan yang berhubungan dengan kewenangan Notaris

Bahan hukum atau Studi dokumen yang dilakukan demganggunakan
data sekunder yang bersumber dari bahan primerpaeKkeputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ydwegkaitan dengan
kewenangan Notaris dalam membuat akta yang benkaiéngan pertanahan,
bahan sekunder berupa wawancara, Peraturan peginddangan, buku-buku
karya ilmiah yang ditulis para sarjana yang ahbidiangnya. Disamping itu juga
artikel-artikel dan bulletin dari ceramah para ayding ada kaitannya dengan
permasalahan yang akan dibahas terutama akta $lgi@ng berkaitan dengan
pertanahan.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisanadalah studi
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang uklichg dengan hasil
wawancara, yaitu untuk menggambarkan atau memipedikta mengenai akta
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bewkaglengan pertanahan,
mencari pengertian, syarat-syarat dan kewenangatrislaalam membuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan menurut Undangagn8lomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris dan akibat dari kemgamaitu sendiri serta sejauh
mana akta yang berkaitan dengan pertanahan diletatNwtaris bukan Pejabat
Pembuat Akta Tanah dapat memberikan kepastian hukum

Analisis data yang dilakukan adalah dengan metadditatif, maka hasil
penelitian akan bersifat evaluative analitis ygi&nelitian untuk melakukan suatu
evaluasi mengenai kepastian hukum atas akta Noyang berkaitan dengan

pertanahan.

1.4 Sistematika Penulisan
Materi yang terkandung dalam tulisan ini melipwgritagai aspek yang ada
kaitannya dengan “Kepastian Hukum Atas Akta Notafemg Berkaitan

Dengan Pertanahan”, dengan sistematika sebagkuberi
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BAB

BAB

BAB

10

PENDAHULUAN
Dalam bab ini terdiri dari; Latar Belakang MasalBokok
Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika

Penulisan.

KEPASTIAN HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG
BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN

Bab Il ini merupakan pembahasan yang terbagi dalam
beberapa sub bab yaitu sub 2.1 Tinjauan Umum Tgntan
Notaris, meliputi Pengertian Notaris dan Akta Nwtar
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,
Kekuatan Pembuktian Akta Notaris, Landasan Profesi
Jabatan Notaris dan efektifitas Hukum Akta Yang uaib
Oleh atau Dihadapan Notaris Sub 2.2 Akta Notarisigra
Berkaitan Dengan Pertanahan Sub 2.3 Analisis Kigpas
Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan
Pertanahan, meliputi ; kepastian hukum terhadap y&ng
berkaitan dengan pertanahan yang seharusnya dhelat
atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP£gpi te
dibuat oleh atau dihadapan notaris dan Kepastiakuidu
Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

Berdasarkan Hukum Tanah Nasional.

PENUTUP

Bab Il ini merupakan penutup yang berisikan kesitap
yang merupakan intisari dari bab yang telah dibakes
saran guna penyempurnaan mengenai penyelesaialamasa

serupa dimasa yang akan datang
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BAB Il
KEPASTIAN HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG BERKAITAN
DENGAN PERTANAHAN

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Nama Notaris berasal dari nama pengabdinya yalttdrius”, dalam buku-
buku hukum dan tulisan-tulisan Rumawi Klasik tela¢rulang kali ditemukan
nama atau titel Notarius' untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang
melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menuligmnéut.

Dalam abad ke-2 dan ke-3 sesudah masehi bahwadyaagakan dengan
“Notarii” adalah orang-orang yang memiliki keahlian untulenmpergunakan
suatu bentuk tulisan cepat di dalam menjalankarenekn mereka, yang pada
hakekatnya mereka itu dapat disamakan dengan nster@orafey memperoleh
namanya itu berasal dari perkataawota literaria’ yaitu tanda tulisan atau
"charactef yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggédmba
perkataan-perkataan

Pada abad ke lima dan abad ke enam, sebitatafius’ diberikan kepada
penulis atau sekretaris Raja. Sedangkan pada ahd ke lima namaNotarius
diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang mambtakan pekerjaan-
pekerjaan administratif.Notarius' merupakan pejabat yang menjalankan tugas
untuk Pemerintah dan tidak melayani masyarakat padamnya. Mereka yang

melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengartessehabellione$ yaitu

! G. H. S. Lumban TobingPeraturan Jabatan NotarisCetakan 3, (Jakarta : Erlangga,
1996), hal. 5.

% Ibid., hal. 6.
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pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakatruerver publicj yang
membutuhkan keahliann}a

Abad ke-11 dan ke-12 Notaris dikenal di Italia atasebagailatijnse
Notariat, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum.gatentujuan
melayani kepentingan masyarakat umum, dan bolehdapatkan honorarium
atas jasanya oleh masyarakat umum. Latijnse notarienurni berasal dari Italia
Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kunda Pahun 1888, terbitlah
buku Formularium Tabellionum oleh Imerius, pendigkolah Bologna, dalam
rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bolognaat®ertahun kemudian
ditebitkan Summa Artis Notariae oleh Rantero daruBia, kemudian pada abad
ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan dRetlandinus Passegeri.
Ronaldinus Passegeri kemudian juga menerbitkan Fémsentorum. Buku-buku
tersebut menjelaskan definisi notaris, fungsi, keamgan dan kewajiban-
kewajibannya

Pada abad ke-14, profesi notaris mengalami kemanduwlikarenakan
penjualan jabatan notaris oleh penguasa demi usngnd ketidaksiapan notaris
dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepadaanadsy banyak

Sementara itu, kebutuhan atas profesi notaris sdatpai di Perancis. Pada
abad ke 13, terbitlah buku Les Trois Notaires dkaipon. Pada 6 oktober 1791,
pertama kali diundangkan undang-undang di bidantariad, yang hanya
mengenal 1 macam notaris. Pada tanggal 16 mare8 IB@anti dengan
Ventosewet yang memperkenalkan pelembagaan notgaisg bertujuan
memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingesyarakat umum. Pada
abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belandahtadimulai di Indonesia.

Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi Veetosari Perancis dan

3 Anshori,Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum ke, 8.

* Wikipedia, 'Notaris” http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris 21 Juni 2010 diunduh
26 September 2010.

® Ibid.
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menamainya Notariswet. Dan sesuai dengan asas idagkoundang-undang itu
juga berlaku di Hindia Belanda/Indonésia

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalagiciMor Kelchem,
sekretaris dari College van Schenpenen di jakaxtia panggal 27 Agustus 1620.
Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa motinnya, yang kebanyakan
adalah keturunan Belanda atau timur asing laihnya

Pada tanggal 26 januari 1860 diundangkanlah Notaeglement yang
sejanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan iBloReglement atau ketentuan
ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet gdoerlaku di Belanda. Peraturan
Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasalada Pasal 1 Notaris didefinisikan sebagai
pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untukbomemakta-akta otentik
mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetafgiapan, yang untuk itu
diperintahkan oleh suatu undang-undang umum asag \dikehendaki oleh
orang-orang yang berkepentingan, yang akan tarligktgan tulisan otentik,
menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-alta miengeluarkan grosse-
grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya;us@ya itu sejauh pembuatan
akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umdak fuga ditugaskan atau
diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-deamy Peraturan Jabatan
Notaris ini berlaku sampai dengan diundangkannydadg-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut pengertian Undang undang Nomor 30 Tahur 280tang Jabatan
Notaris dalam pasal 1 disebutkan bahwa definisaN®tyaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang unteinibuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dataang-Undang ini”.

® Ibid.
" Ibid.
® Ibid.

° Lihat PERATURAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA (Regiment op het Notaris-
ambt in Indonesie) (Ordonansi 11 Januari 186088043, mb. 1 Juli 1860 (TXVIII-25.) Pasal 1.
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2.1.2 Pengertian Akta Notaris

Istilah akta dalam bahasa belanda diselagte’ sedangkan dalam bahasa
inggris disebut &act’. Menurut S.J. fockema andreane dalam bukunya
“rechtgelewerd handwoorddenbdedata akta itu berasal dari bahasa latin yaitu
“actd’ yang berartigeschrift atau surat, sedangkan menurut R. subekti Tjitro
sudibyo dalam bukunya kamus hukum, bahwa akta ra&aupbentuk jamak dari
“actuni yang berasal dari bahasa latin yang berarti pgentperbuatan. A. pitlo
mengartikan akta sebagai suatu surat yang ditamgiata diperbuat untuk dipakai
sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan olehguantuk keperluan siapa surat
itu dibuat®. Akta juga merupakan surat apa pun yang dibuatditandatangani
oleh orang yang berwenang dan disepakati oleh pi&ak menjadi alat bukti,
yang mempunyai peranan sehubungan dengan perbuatam yang dilakukan
oleh subyek hukum, baik dilakukan oleh orang maupatgan hukum. Akta juga
berguna sebagai alat atau cara untuk mencegatitgigasengketa atau kesulitan-
kesulitan dikemudian hari dalam pemenuhan suatjamg@an atau perikatan.
Karena dalam akta ini para pihak telah menguradeammelukiskan segala yang
mereka inginkan dan kehendaki dalam bentuk tulisabhagai bukti adanya
perbuatan hukum yang berbentuk perjanjian.

Menurut prof. Sudikno Mertokusumo, yang dimaksuchgden alat bukti
tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang atetanda bacaan, dengan
maksud mencurahkan isi hati atau menyampaikan Ipiladran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian

R. Tresna berpendapat, akta adalah suatu suratdy@mglatangani, memuat
keterangan tentang kejadian-kejadian atau halaalylang merupakan dasar dari
suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta ialefdsuatu tulisan dengan mana
dinyatakan suatu perbuatan hukum. Akta yang demikda yang sifatnya otentik
dan ada dibawah tang&n

0 A Pitlo, Pembuktian dan Daluwars@akarta : Intermasa, 1986), hal. 52.
" MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesial6.

12R. TresnaKomentar HIR (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hal. 164.
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Adapun menurut prof. Sudikno Mertokumumo, yang dsual dengan akta
adalah surat yang diberi tanda tangan, yang mememstiva-peristiwva yang
menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatang ylibuat sejak semula
dengan sengaja untuk pembuklfan

Untuk dapat digolongkan kedalam pengertian aktakamaurat harus
ditandatangani, keharusan ditandatanganinya suatat sagar dapat disebut
sebagai suatu akta, dengan tujuan untuk membeddfaryang satu dengan akta
yang lainnya atau dengan akta yang dibuat olehgol@n. Dimana fungsi tanda
tangan tersebut adalah untuk memberi suatu citadebkta yang telah dibuatnya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur atauasyang harus dipenuhi
dalam suatu surat sehingga dapat dikatakan sebaigai yaitu; memuat
tulisan/tanda baca, harus terdapat tanda tangandig@ngunakan sebagai alat
pembuktian.

Akta dibuat sebagai tanda bukti, yang berfungsukimhemastikan suatu
peristiwa hukum, dengan tujuan menghindarkan seatjke

Jadi akta dapat dijadikan pembuktian tertulis, npmsk dalam undang-
undang tidak ditemukan hal tersebut, akan tetafsinugrakteknya akta dapat
dipergunakan sebagai alat bukti tertulis, sedangkaangenai kekuatan
pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akentdt dan akta di
bawah tangan.

Sebuah akta dapat dikatakan sebagai akta oterdiilaptelah memenuhi
dua unsur, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwerdarg dibuat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Banyak orang yaak treengetahui bagaimana
seharusnya sebuah akta otentik itu dibuat.

Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam paséB I&itab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang sed@&mikang dibuat dalam
bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh didnadapan pejabat umum

yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akitaitbuat.

13 MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesia.

14 Effendi PeranginPraktek Jual Beli Tangh(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal.
26-27.
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Akta otentik menurut Sudikno Mertokusumo, yaituaakiang dibuat oleh
pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasenurut ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan nmatgmopa bantuan dari yang
berkepentingan, terutama yang memuat keterangamarggopejabat yang
menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dibaocnya’.

Menurut Imam Supomo memberikan penngertian tensdaey otentik, yaitu
surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabatm yang mempunyai
wewenang untuk membuat surat itu dengan maksudk umenjadikan surat
tersebut sebagai buli

Maksud pengertian akta yang dibuat oleh Pejabat gdita yang dibuat oleh
pejabat yang diberi wewenang untuk itu dimana @jersebut menerangkan apa
yang dilihatnya serta apa yang dilakukannya.

Selanjutnya dalam Pasal 614 HIR disebutkan bahwa Akentik adalah
“surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawainu yang berkuasa akan
membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kethetah pihak dan
ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapatdaakadanya, yaitu tentang
segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan feigiang yang tercantum dalam
surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yargghut kemudian itu hanya
sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubukigaigan pokok dalam akta
itu”.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwea relcus dibuat
antara lain di oleh atau hadapan pejabat umum,dalihaleh saksi, disertai
pembacaan oleh Notaris dan sesudahnya langsumglaigangani dan seterusnya.

Syarat akta otentik adalah adanya keharusan pesrbuat oleh atau
dihadapan pejabat umunopenbaar ambtenaérKata “oleh” pejabat umum
karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputlsa sebagainya (berita
acara rapat, protes, wesel dan lain-lain), sedangkt yang dibuat “di hadapan”

menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas peaamrgeseorang.

15 MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesia23.

% Jmam SupomoAcara Perdata Pengadilan Negegiakarta : Pradnya Paramita, 1976),
hal. 76.
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Bahwa pejabat harus berwenang untuk maksud itumgdé akta tersebut
dibuat. Berwenang Bevoegdl dalam hal ini khususnya menyangkut; (1)
Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya (2) laartahggal pembuatan akta dan
(3) tempat akta dibuHt

Sedangkan pengertian akta menurut Undang-undangpiN80 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan abtaribl adalah akta otentik
yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menuratuBedan tata cara yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukbuat akta otentik
sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikbksn bagi pejabat umum
lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskam peraturan perundang-
undangan dalam rangka menciptakan kepastian, iketertdan perlindungan
hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atabatiapan Notaris, bukan saja
karena diharuskan oleh peraturan perundangundangdapi juga karena
dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untukmaestikan hak dan
kewajiban para pihak demi kepastian, ketertibam, gerlindungan hukum bagi
pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyasaicara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran foemsuai dengan apa
yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. NanNotaris mempunyai
kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termakamd Akta Notaris
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dekefaandak para pihak, yaitu
dengan cara membacakannya sehingga menjadi jalagkia Notaris, serta
memberikan akses terhadap informasi, termasuk akedsadap peraturan
perundang-undangan yang terkait bagi para pihakmmeEntangan akta. Dengan
demikian, para pihak dapat menentukan dengan hettak menyetujui atau tidak
menyetuijui isi Akta Notaris yang akan ditandatariggpat®.

Jadi akta Notaris yang berkaitan dengan pertansésuai dengan Pasal 15
ayat (2) huruf f dapat dijadikan dasar yang kuatikipendaftaran perubahan data

yang berkaitan dengan pertanahan yang mengandukeuchbahwa akta tersebut

" Tan Thong Kie Studi Notariat & serba-Serbi Praktek NotariSet. 1, (Jakarta : Ichtiar
Baru van Hoeve, 2007), hal. 442.

18 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notéids\o. 30 Tahun 2004, LN No. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432, Penjelasan Umum.

Universitas Indonesia
Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



18

harus memenuhi syarat otentitasnya dan memenularatsgahnya perbuatan
hukum dimaksud dalam akta. Disamping itu harusetewpi juga syarat publisitas
dari akta tersebut dengan didaftarkan pada daftiedd umum oleh
Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah yang melaksaressemtersebut.

Untuk memenuhi syarat keotentikannya suatu akt&anmekta Notaris wajib
ditentukan mengenai bentuknya oleh Undang-undandanggan untuk
pemenuhan sifat keotentikannya dari akta, makaa aktaris harus
dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak derdibadiri oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi serta dilakukan pgatanganan pada saat itu juga
oleh para pihak/penghadap, saksi-saksi dan Not@eisgan segera setelah
pembacaan akta dimaksud. Hal tersebut sesuai détagal 16 ayat (1) huruf |
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabataaribl yaitu dalam
menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: meaitmn akta di hadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2a)jdwrang saksi dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadéspi, slan Notaris.

Apabila akta Notaris dibuat tidak sesuai dengaragaimana termaksud
dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka akta Notarisliatsakan berubah menjadi
akta dibawah tangan.

Dalam Pasal 1867 KUH Perdata menerangkan bahwaddiasah tangan
merupakan salah satu alat pembuktian tertulis,aanemberi penjelasan tentang
pengertian atau maksud dari akta di bawah tangaseitdiri. Demikian juga Pasal
1869 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau ticlEkapnya pegawai
termasuk diatas, atau karena suatu cacat dalamulosmat tidak dapat
diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikiampunyai kekuatan sebagai
tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangan @ara pihak”.

Pasal di atas juga tidak memberikan suatu rumusan@engertian akta di
bawah tangan. Disana dijelaskan mengenai kekuatela atentik yang
pembuatannya tidak memenuhi syarat-syarat yand teitetapkan undang-
undang dan akta seperti ini mempunyai kekuatangselzkta di bawah tangan.
Jadi jelas tidak ada satu pasal pun dari Kitab dgdandang Hukum Perdata
yang menerangkan secara jelas mengenai definigi @gagertian dan batasan-
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batasan mengenai akta di bawah tangan. Akan tetayyiak pendapat para pakar
hukum yang mengemukakan mengenai pengertian aktaweh tangan,
diantaranya adalah Prof. Dr. R. Wiryono ProdjodikoSH, mengemukakan
bahwa, akta dibawah tangan adalah suatu surat ditengda tangani dan dibuat
dengan maksud untuk dijadikan bukti, tetapi tanpeaptaraan seorang pegawai
umunt®.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa dktbawah tangan
adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktigim phra pihak tanpa bantuan
dari seorang pejabat. Menurut Imam Supomo, aktzadiah tangan adalah surat
yang ditanda tangani dan dibuat dengan maksud uhja#tikan bukti dari suatu
perbuatan hukuff.

Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejghay) berwenang tetapi
hanya dibuat dan ditandatangani oleh para pihaly ysrsangkutan saja. Jadi,
dalam akta di bawah tangan ini tidak ada peranan eampur tangan pejabat,
baik itu pejabat umum atau pejabat yang khususkuminandatangani suatu akta
dan kekuatannya sebagai pembuktian permulaan yaragtibmembutuhkan alat-
alat bukti yang lain. Lain halnya dengan akta okepang merupakan alat bukti
yang sempurna, tidak membutuhkan alat bukti yang $elama tidak dapat
dibuktikan sebaliknya.

Maka untuk membedakan apakah akta tersebut aktdilotgtau akta di
bawah tangan yang harus kita perhatikan adalahatlililari terbentuknya akta
tersebut, apabila akta tersebut dibuat di hadafzandibuatkan oleh pejabat yang
berwenang (dalam Penulisan ini adalah Notaris Seb@gjabat Umum) maka
akta tersebut adalah akta otentik. Apabila akisetast tidak memenuhi hal di atas
maka akta itu adalah akta di bawah tangan.

Disamping pengertian akta sebagai surat yang semgayat untuk dipakai
sebagai alat bukti, dalam peraturan undang-undanggskita jumpai perkataan
akta yang maksudnya sama sekali bukanlah suratinkafa perbuatan. Yaitu

Perbuatan hukum dalam pengertian luas dan Suaariulyang dibuat untuk

19 Wiryono ProdjodokoroHukum Acara Perdata Di Indonesi€et. 9,(Bandung: Sumur
Bandung, 1982), hal. 109.

20 MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesia27.
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dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan rhutersebut, yaitu berupa
tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Bahwa pada prinsipnya keotentisitasan Akta Notamsmiliki kekuatan
pembuktian yang kuat, terpenuh, dan sempurna dalkyah hukum pembuktian
bidang keperdataan. Hal ini sebagai konsekwensurylbahwa pembuatannya
harus sesuai dengan bentuk dan sifatnya berdasketantuan Undang-undang.
Akta otentik (akta Notaris) harus dibuat oleh pajabmum yang ditentukan oleh
Undang-undang. Pejabat umum oleh atau dihadappa siga itu dibuat harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Kedua, ditemukannya penerapan prinsip kekuatan Eleimabh Akta Notaris
sebagai Akta Otentik dibuktikan dari aspek lahiriddbrmal dan materiil akta
Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta ydrggsangkutan tetap sah
mengikat para pihak atau siapa saja yang berkeygamidengan akta tersebut.
Asas ini telah diakui dalam Undang-undang Nomor T2hun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang tersebut dalam Penjelasaarb&lznum ditegaskan bahwa
Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkulan terpenuh, apa yang
dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kequaak yang berkepentingan
dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskéadhpan persidangan
pengadilan.

Ketiga, ditemukannya prinsip hukum sebagai akildat &ebatalan akta
Notaris sebagai akta Otentik yang memiliki tiga makPertama, akta Notaris
dinyatakan "dibatalkan". Kedua, akta Notaris diakan "Batal Demi Hukum®.
Ketiga, akta Notaris dinyatakan "turun derajatnyenjadi akta di bawah tangan".

Untuk menentukan apakah akta Notaris merupakanaktgik atau bukan
maka harus menggunakan parameter ketentuan P&&&IBM8 yang merupakan
sumber untuk otensitas akta yang dibuat oleh Pejblmaum (Notaris), dan
Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang PembmntuReraturan
Perundang-undangan.

Menurut Pasal 1868 BW, bahweaeene authentieke acte is de zoodanige
welke in den wettelijke vorm is verleden, door ef bverstaan van openbare
ambtenaren die daartoeevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is gesclifgatu

akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentakgyditentukan oleh Undang-
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undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawam yang berkuasa untuk
itu di tempat di mana akta dibuatn§a) Jadi akta dapat dikategorikan sebagai
akta otentik apabila memenuhi syarat akta oterdikuyakta itu harus dibuat oleh
atau di hadapan seorang Pejabat Umum. Akta itushdibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat Umum atah di hadapan siapa
akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk lbuatakta itu.

Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadap@m @Everstaan) seorang
Pejabat Umum. Akta yang dibuat oleh (door) Pejdbatum, disebut Akta
Relaas atau Akta Berita Acara yang beesupa uraian dari Pejabat Umum
yang dilihat dan disaksikan Pejabat Umum sendas germintaan para pihak,
agar tindakan atau perbuatan para pihak yangukiéak dituangkan kedalam
bentuk akta otentik. Dan Akta yang dibuat di hadafi@n overstaan) Pejabat
Umum, dalam praktek disebut Akta Pihak, ybagsi uraian atau keterangan,
pernyataan para pihak yang diberikan atau yangitiikan di hadapan Pejabat
Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian ataurdegennya dituangkan ke
dalam bentuk akta otentik.

Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta pyekg menjadi dasar
utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, ya#rs ada keinginan atau
kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari paraaljhjika keinginan dan
permintaan para pihak tidak ada, maka Pejabat Umlsk akan membuat akta
yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan peaamtpara pihak Pejabat
Umum dapat memberikan saran dengan tetap begm@ik aturan hukum.
Ketika saran Pejabat Umum diikuti oleh para pihak dituangkan dalam akta
otentik, meskipun demikian tetap bahwa hal tersédtap merupakan keinginan
dan permintaan para pihak, bukan saran atau peindaj@at Umum atau isi akta
merupakan perbuatan para pihak bukan perbuataniatiakan Pejabat Umum.

Pengertian seperti tersebut di atas merupakan satalkarakter yuridis dari
akta otentik, dalam hal ini tidak berarti Pejabmbum sebagai pelaku dari akta
tersebut, Pejabat Umum tetap berada di luar pdrakpatau bukan pihak dalam
akta tersebut, dengan kedudukan Pejabat Umum sé&persehingga jika suatu
akta otentik dipermasalahkan, maka tetap keduduRejabat Umum bukan

2l Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk \Wetk], diterjemahkan oleh
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : PradRgaamita, 1996), Ps 1868.
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sebagai pihak atau yang turut serta melakukan m&uabantu para pihak dalam
kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat &tatut Tergugat dalam
perkara perdata. Penempatan Pejabat Umum sebdngdi yang turut serta atau
membantu para pihak dengan kualifikasi membuat et@wmempatkan keterangan
palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Rejfipam sebagai tergugat
yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atabadapan Pejabat Umum,
maka hal tersebut telah mencederai akta otentikrdditusi Pejabat Umum yang
tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengeeduldlukan akta otentik dan
Pejabat Umum di Indonesia.

Dalam tataran hukum yang benar mengenai aktailotgikb suatu akta
otentik dipermasalahkan oleh para pihak, maka pi&k datang kembali kepada
Pejabat Umum untuk membuat pembatalan atas tersédogan demikian akta
yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para kpihdan para pihak
menanggung segala akibat dari pembatalan tersebugjikhh para pihak tidak
sepakat terhadap akta yang bersangkutan untukatkbat maka salah satu pihak
dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan umtikdegradasikan akta
otentik menjadi akta di bawah tangan. Setelah dattssikan, maka hakim yang
memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiramtirsatas akta otentik yang
sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat jgzai& atau dibatalkan ? Hal ini
tergantung dari pembuktian dan penilaian hakim.

Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pitrecasa dirugikan dari
akta yang dibuat Pejabat Umum, maka pihak yang saedirugikan dapat
mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepgadejabat Umum yang
bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaiamdgugatan harus dapat
dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akadajsung dari akta otentik
tersebut. Dalam kedua posisi tersebut, pengguaaisidapat membuktikan apa
saja yang dilanggar oleh Pejabat Umum, dari aspbkkiah, aspek formal dan
aspek materil atas akta otentik.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Urdalam bentuk yang
sudah ditentukan dalam Undang-undang. Dalam halUmdang-undang harus
diartikan sebagaimana yang tersebut dalam Undadghagh nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-uamdaRgsal 1 angka (2)
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undang-undang tersebut menegaskan bahwa PeratweamdBng-undangan

adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lerabldggara atau pejabat yang
berwenang dan mengikat secara umum. Dan Pasal Ka g8} Undang-undang

tersebut menegaskan pula bahwa Undang-undanghapataturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakigmigan persetujuan

bersama Presidén

Akta Otentik menurut Pasal 285 Rbg, yaitu yang dipdengan bentuk yang
sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapmbapeumum yang
berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakanibekgkap antara para pihak
serta keturunannya dan mereka yang mendapatkatehtng apa yang dimuat
di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataamkéhehal terakhir ini
sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsungulepg yang menjadi pokok
akta itu.

Dibandingkan dengan surat biasa dan akta di baaafah, akta otentik
merupakan bukti yang cukup atau bukti yang sempuartanya bahwa isi fakta
tersebut dianggap benar, kecuali dapat dibuktilebaliknya dengan perkataan
lain apa yang termuat dalam akta tersebut harusygep benar selama ketidak
benarannya tidak dibuktikan. Terhadap pihak kekigleuatan pembuktian akta di
bawah tangan dinyatakan dalam Ordonansi tahun 86729 yang intinya
menyatakan bahwa barang siapa yang terhadapnyakalajsuatu tulisan di
bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atenoyangkal tanda
tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau g@@maang yang mendapat hak
daripadanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidakgakui tulisan atau
tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tamgany yang mereka wakili. Akta
di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangaroglam kekuatan pembuktian
hampir sama dengan akta otentik, bedanya terleddla xekuatan bukti keluar,
yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. $tmarat lain selain akta
mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas.

Perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangam, yehwa kata otentik
merupakan suatu akta yang sempurna, sehingga megampbmkti baik secara
formiil maupun materiil. Kekuatan pembuktiannyaatelmelekat pada akta itu

2 pdjie, “Akta Ppat Bukan Akta Otentik
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secara sempurna. Jadi bagi hakim ia merupakan Isektipurna sedang akta
dibawah tangan baru mempunyai bukti materil jiklhedibuktikan kekuatan
formiilnya dan kekuatan formiilnya baru terjadiedah pihak yang bersangkutan
mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatantektbut, dan bagi hakim
merupakan bukti bebas dan akta otentik mesti tendpada register untuk itu dan
tersimpan sehingga kemungkinan hilangnya akta s$akegl sedangkan akta
dibawah tangn tidak terdaftar, sehingga kemungkimimgnya lebih besar.
Berdasarkan pasal 28 Peraturan Jabatan Notardapsgr syarat dalam
pembuatan akta yang disebut denguaerlijden Verlijden ini mencakup
pembacaan akta dan penandatanganan akta seketé&ahsekta tersebut
dibacakan dihadapan semua pihak. Apabédijden ini tidak terpenuhi, maka
otentisitas akta akan hilang dan akta yang bersdagkbukan merupakan akta

otentik melainkan akta bawah tangan.

2.1.3 Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik

Notaris adalah Pejabat Umum sebagaimana yang didaialam pasal
1868 BW juncto pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nd3fioFabun 2004 tentang
Jabatan Notaris, yang memiliki wewenang membuat addntik.

Menurut Pasal 1868 BW, bahwa e€he authentieke acte is de zoodanige
welke in den wettelijke vorm is verleden, door ef bverstaan van openbare
ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatseaaiwzulks is geschiéd
Dengan demikian ada 3 (tiga) syarat yang harusndipeuntuk dikategorikan
sebagai akta otentik sebagai berikut :

a. Akta itu harus dibuat olefdoor) atau di hadapaften overstaankeorang

Pejabat Umum.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukéeh undang-undang

(wet),

c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa aktabuatiharus mempunyai
wewenang untuk membuat akta’itu

Dari hal tersebut diatas maka Wewenang Notarispuglempat hal, yaitu

pertama, Notaris harus berwenang sepanjang yangamgkut akta yang harus

% Habib Adjie, “AKTA PPAT BUKAN AKTA OTENTIK,” http:/groups.yahoo.com/
group/Notaris_Indonesia/ message/98Juni 2007 diunduh 26 September 2010.
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dibuat itu, wewenang Notaris dalam pembuatan akémtixk sepanjang tidak
dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atatamé juga berwenang
membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak aggabpt lain, mengandung
makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat aktatilotenempunyai

wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya menapwewenang terbatas.

Kedua, Notaris harus berwenang sepanjang mengeaag ¢-orang) untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat. Mengenai oiary untuk siapa akta dibuat,
harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jikan akbuat akta pengikatan jual
beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjlelhwa pihak yang akan
menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepsidg@apun. Untuk
mengetahui ada keterkaitan semacam itu, sudah Motfaris akan melihat (asli
surat) dan meminta fotocopy atas indentitas darni lkepemilikannya. Salah satu
tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dafsmbuatan akta Notaris, yaitu
Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan sertifikat tanabagai bukti kepemilikannya.
Ada kemungkinan antara orang yang namanya terskarin KTP dan sertifikat
bukan orang yang sama, artinya pemilik sertifikakdn orang yang sesuai
dengan KTP, hal ini bisa terjadi karena banyak lkesan nama dan mudahnya
membuat KTP, serta dalam sertifikat hanya tertnéimma pemegang hak, tanpa
ada penyebutan identitas lain. Dalam kejadian separ bagi Notaris tidak
menimbulkan permasalahan apapun, tapi dari seq la&n Notaris oleh pihak
yang berwajib (kepolisian/penyidik) dianggap meniser kemudahan untuk
terjadinya suatu tindak pidana. Berkaitan dengamtiths diri penghadap dan
bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya dipatkan ternyata palsu, maka
hal ini bukan tanggungjawab Notaris, tanggung jawaldiserahkan kepada para
pihak yang menghadap.

Ketiga, Pejabat Umum harus berwenang sepanjangyenantempat, di
mana akta itu di buat. Notaris harus berwenangargang mengenai tempat, di
mana akta itu di buat. Notaris mempunyai tempatudlellan dan wilayah
kerjanya masing-masing. sebagaimana tercantum daRasal 18 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatatari, menentukan
bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupadel kota. Setiap Notaris

sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat ké&douddan berkantor di
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daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) \gAdadang Nomor 30 Tabun
2004 tentang Jabatan Notaris). Notaris mempunydayai jabatan meliputi

seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukanryas@l 19 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatan Nat&é)gertian pasal-pasal
tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugagdgabga tidak hanya harus
berada di tempat kedudukannya, karena Notaris meyapuwilayah jabatan

seluruh propinsi.

Keempat, Notaris harus berwenang sepanjang mengeaidu pembuatan
akta itu. Notaris harus berwenang sepanjang mengekiu pembuatan akta itu.
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harizsndleeadaan aktif, artinya
tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan semsniaktu. Notaris yang
sedang cuti atau diberhentikan sementara waktik tidempunyai kewenangan
untuk membuat akfa

Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang Nomor a0ui 2004
tentang Jabatan Notaris, yaitu Membuat akta otangkgenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyrara perundangan dan/atau
yag dikehendaki oleh yang berkepentingan, untulyadakan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimgda, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya segapgmbuatan akta tersebut
tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejafaat @ang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang. Mengesahkan tanda tangan daetapekan kepastian
tanggal pembuatan surat di bawah tangan denganaft@ndalam buku khusus
(legalisasi).

Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tadganmenetapkan
kepastian tanggal surat dibawah tangan yang ditlsetdiri oleh orang
perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas lyarmaterai cukup yang di
tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkdandaéduku khusus yang
disediakan oleh notaris.

Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rftanddalam buku

khusus (waarmerking).

? bid.
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Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan beruglanan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalarat stang bersangkutan.
Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengant sasinya (legalisir).
Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan parbakta. Membuat
akta yang berhubungan dengan pertanahan. Membuat r&dalah lelang.
Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahak katig terdapat pada minuta
akta yang telah di tanda tangan, dengan membuata bacara (BA) dan
memberikan catatan tentang hal tersebut padamakiigaasli yang menyebutkan
tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tetsikirimkan ke para pihak
(pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentabgtan Notarisy.

2.1.4 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formfomalitas causg dan
fungsi alat bukti grobationis causdf. Akta dapat mempunyai fungsi formil
(formalitas causp berarti untuk lengkapnya atau sempurnanya (bulkaiok
sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuatu sakta. Di sini akta
merupakan syarat formil untuk adanya suatu peaouhtikum. Sebagai contoh
dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangldanndbentuk akta sebagai
syarat formil ialah : pasal 1610 BW tentapgrjanjian pemboronganpasal 1767
BW tentangperjanjian hutang piutang dengan bundan pasal 1851 BW tentang
perdamaian.Untuk itu semuanya disyaratkan adanya akta di bateamgan.
Sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentikaatdam ialah : pasal 1171
BW tentang pemberian hipotikpasal 1682 BW tentargghenkinglan pasal 1945

BW tentangmelakukan sumpah oleh orang I&in

% Tejabuwana, “Peran Dan Fungsi Notaris Dalam PetabuAkta Peralihan Hak Atas
Tanah Yang Belum Bersertifikat,” http://mkn-unslbgspot.com/2010/03/fungsi-notaris-dalam-
pembuatan-akta.html-4 Maret 2010, diunduh 20 Seipt¢er2010.

% |egal Logical Forum, “Akta Otentik Dalam Hukum Ris Indonesia,”

http://72legalogic.wordpress.com/2009/03/23/aktantik-dalam-hukum-positif-indonesia-23
Maret 2009, diunduh 26 September 2010.

%" Ensiklomedia, Acte Ambtelijk,http://www.badilag.net/data/ensiklomedia/ensikloiaéd
acte%20ambtelijk.htmdiunduh 26 September 2010.
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Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyandsi sebagai alat
bukti (probationis causia Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam benalka itu
tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalalmn dgpat digunakan sebagai
alat bukti di kemudian haft

Fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagtibakti. Secara umum
kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadm&am kekuatan

pembuktian, yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kempaam dari akta itu
sendiri untuk dapat membuktikan dirinya sebagaia aitentik. Kemampuan
pembuktian lahiriah ini merupakan pembuktian yaogup, maka hal tersebut
telah menjadi suatu bukti telah terjadi perbuapemjanjian, dan ketetapan, jadi isi
akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, datagatetersebut telah dianggap
benar.

Dalam akta otentik tidak hanya membuktikan bahwea gahak sudah
menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersamtalbh benar akan tetapi
harus juga menerangkan hal tersebut adalah bemar-berjadi.

Jadi dalam pembuktian Akta otentik yang mempungiulatan lahir telah
sesuai dengan asas akta publica probant seseipgabgaarti bahwa suatu akta
yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, sertenenehi syarat-syarat yang
telah ditentukan, maka akta itu harus dianggapgaelakta otentik, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya, bila syarat-syarat formatagukan kebenarannya oleh
pihak lawan, dia dapat meminta kepada pengadilankumeneliti kata tersebut

berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oldmk lawan. Kemudian

%8 |bid.
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majelis hakim memutuskan apakah akta otentik ifelbdigunakan sebagai bukti
atau tidak dalam perk&raHal ini berarti tanda tangan pejabat dianggamgaib

aslinya sampai ada pembuktian sebalikflya

b. Kekuatan pembuktian formil.

Pada Kekuatan pembuktian formil ini didasarkans dbenar tidaknya
suatu pernyataan yang dibuat oleh yang bertandgmmadi bawah akta tersebut.
Kekuatan pembuktian formil ini memberikan kepastiantang peristiva bahwa
pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukayeeygpdimuat dalam akta

Jadi kekuatan pembuktian formil ini dimaksudkarvwa Notaris sebagai
Pejabat Pembuat Akta telah menyatakan dalam tulisa®bagaimana yang telah
tercantum didalam akta merupakan kebenaran daryapa telah diuraikan oleh
Notaris sebagaimana yang dilakukan dan disaksikaland menjalankan
jabatannya tersebut, sepanjang mengenai akta yiangtdleh Notaris tersebut
dapat membuktikan kebenarannya dari apa yang dksaksyaitu apa yang
dilihat, apa yang didengar dan juga yang dilakukandiri oleh Notaris didalam

menjalankan jabatannya.

C. Kekuatan pembuktian materiil
Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut peytan “benarkah isi

pernyataan di dalam akta itu, jadi kekuatan peméankmateriil ini memberi

2 gyifaul Qulub S. HI AT,  "Hukum Pembuktian,” http:/rangerwhite09-
artikel.blogspot.com/2010/05/ hukum-pembuktianitivlei 2010diunduh 26 September 2010.

30 MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesia.

* bid.
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kepastian tentang peristiwva bahwa pejabat atau pdrak menyatakan dan
melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut sepagjgang ada dalam
akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut teatipprbedaan antara keterangan
dari Notaris yang telah dicantumkan dalam akta dengeterangan dari para
pihak. Maka akta yang dibuat oleh Notaris terseiemberikan pembuktian
yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang teroasalam akta tersebut.

Jadi akta tersebut memuat keterangan yang bemajuda isi dari akta
tersebut dapat berlaku secara sah diantara pilmakppara ahli waris dan para
penerima hak.

Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notagssebut harus
memenuhi syarat dan sifat keotentikannya yang ddipadikan suatu bukti telah
dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu yangpa&an wewenang Notaris
berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Ta0A fntang Jabatan
Notaris. Pemberian wewenang ini merupakan suaterkagaan kepada Notaris
karena jabatannya yang dapat memberikan kekuatapeian terhadap akta-
akta yang dibuatnya, karena harus memberikan d&mgen dari semua yang
mereka saksikan di dalam menjalankan jabatannyajugn mensahkan secara
otentik semua yang diterangkan oleh para penghddgmdanya dengan
permintaan para pihak agar keterangan-keterangamgenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan tersebut dapat dicantuntdedam akta yang dapat

dijadikan suatu dasar pembuktian. Disinilah Italstimewaan serta pentingnya

Universitas Indonesia
Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



31

arti dari sebuah akta otentik yang dalam praktekaséari memudahkan
pembuktian dan dapat memberikan kepastian hukutnpag pihak?.

Menurut hukum acara perdata, nilai kekuatan penmaukyang melekat
pada akta otentik adalah sempurna dan mengikainyartapabila akta otentik
yang diajukan memenuhi syarat formil dan materétta bukti lawan yang
dikemukakan tergugat tidak bertentangan, maka pada otentik langsung
melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan hkegngDengan nilai
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yangkatefgda akta otentik,
pada dasarnya dapat berdiri sendiri tanpa memerlb&atuan alat bukti lain dan
dengan sendirinya mencapai batas minimal pembuRtian

Menurut hukum acara pidana, seluruh jenis alat iboi@mpunyai nilai
kekuatan pembuktian bebas dan batas minimum pembukga harus memenuhi
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sahbatkhnukum akta otentik yang
memuat keterangan palsu hanya mempunyai kekuatabybgian sebagai akta
dibawah tangan. Sebagaimana perjanjian yang igetalam akta jual beli tanah
tersebut adalah batal demi hukum, artinya sejakngh perjanjian jual beli tanah
itu sudah batal atau tidak berlaku atau dianggagktpernah ada. Dengan kata
lain sejak awal dibuatnya akta itu sudah tidak memypi kekuatan hukum bagi
para pihak’.

Di dalam KHUPerdata ketentuan mengenai akta did&lam Pasal 1867
sampai pasal 1880

Apabila akta otentik cara pembuatan atau terjadakta tersebut dilakukan
oleh atau dihadapan pejabat pegawai umum (sepettrid, Hakim, Panitera,
Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), maka untuk aktdbawah tangan cara
pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh d#u dihadapan pejabat
pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepgsn saj&’.

32 Komar Andasasmitayotaris | (Jakarta: Sumur Bandung, 1984), hal. 93.
3 Legal Logical Forum, “Akta Otentik Dalam Hukum Ridndonesia.”

** Ibid.

% Ibid.

% Ibid.
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Salah satu fungsi akta yang penting adalah selzg@apembuktian. Akta
otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna kesdpa belah pihak dan
ahli warisnya serta sekalian orang yang mendagatdhenya tentang apa yang
dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupatakti yang mengikat yang
berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dasdtta tersebut harus diakui oleh
hakim, yatiu akta tersebut dianggap sebagai beslams kebenarannya itu tidak
ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknyeeniut Pasal 1857
KHUPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangandisakui oleh orang
terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka &tsebut dapat merupakan
alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yaamalatangani serta para
ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkardagkyz’.

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik satahysa adalah Notaris
sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Jalatans Nomor 3 Stb. 1860,
pasal 1 angka (1) jo. pasal 15 ayat (I) Undang-dgddomor 30 Tabun 2004
Tentang Jabatan Notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna lkagua belah pihak dan
ahli warisnya serta sekalian orang yang mendagathanya tentang apa yang
dimuat dalam akta otentik itu, demikian diatur dalpasal 165 HIR jo. Pasal
1870 dan 1871 BW.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurnaibiekebenarannya dari
hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harukulimleh hakim, yaitu akta
tersebut dianggap benar, selama kebenarannyalati aida pihak lain yang dapat
membuktikan sebaliknya. Akta otentik meliputi peratan dan pembuktiannya
yang sempurna. Pembuktian yang sempurna melippgegur dan persyaratan.

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Gkentlengan
pembahasan tentang akta otentik yang harus memesahiua kriteria
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundargpagad serta akta notaris
sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti semap

Akibat hukum tidak dipenuhinya prinsip otentisitasbagai Akta, yang
mancakup status akta notaris yang dapat dibatateanyang batal demi hukum,

" Ibid.
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begitu pula tentang akta notaris yang turun derggatmenjadi akta di bawah
tangan.

Prinsip otentisitas Akta Notaris sebagai Akta Qter(fAkta Notaris)
memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, terpenwn sempurna dalam wilayah
hukum pembuktian bidang keperdataan. Hal ini sabkgasekwensi hukum,
bahwa Akta Otentik (Akta Notaris) pembuatannya bkntlan sifatnya harus
sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akta ot@htit Notaris) harus dibuat
oleh pejabat umum yang ditentukan oleh undang-und@ejabat umum oleh atau
dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyaiewaing untuk membuat akta
tersebut.

Ditemukannya penerapan prinsip kekuatan Pembukfifite Notaris
sebagai Akta Otentik dibuktikan dari aspek lahiridiormal dan materiil
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1868d&) Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi, semua ak&isidtarus dinilai benar,
sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya dilifaat isi akta notaris mengenai
peristiwva atau perbuatan hukum timbulnya akta motegrsebut. Para pihak
pembuat perjanjian pun dapat membatalkan suatuctktdik apabila salah satu
pihak beranggapan hahwa terdapat cacat atau kejaratalam hal syarat-syarat
sahnya perjanjian. Selain itu, apabila terbukti asidah satu pihak yang
wanprestasi terhadap klausula-klausula perjanjeéanrgtertuang dalam akta, maka
pihak lainnya dapat membatalkan melalui pengaddta otentik yang telah
disepakati bersama tersebut atau dengan kata kéanotentik akan batal demi
hukum. Pada proses pemeriksaan perkara di mukagigg hakim berwenang
memberikan penilaian termasuk pada akhirnya mernkaataakta notaris yang
dijadikan alat bukti dalam suatu persidangan apamiéngandung cacat hukum.
Asas ini telah diakui dalam Undang-undang Nomor T2hun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang tersebut dalam Penjelasaarb&gnum ditegaskan bahwa
Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang tertkulan terpenuh, apa yang
dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kéqubak yang berkepentingan
dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskéadhpan persidangan
pengadilan.
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Ditemukannya prinsip hukum sebagai akibat atas tlédoa Akta Notaris
sebagai Akta Otentik, memiliki tiga makna, Pertaralta Notaris dinyatakan
"dibatalkan". Kedua, akta Notaris dinyatakan "Bddaimi Hukum". Ketiga, akta
Notaris dinyatakan "turun derajatnya menjadi aktiaadvah tangan”.

Oleh karena dalam hal akta otentik itu pejabak&trpada syarat-syarat
dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hallkup merupakan jaminan
dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka ispdda akta otentik itu cukup
dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi dianggapksthwa akta otentik itu dibuat
sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat cégdibpt itu, sampai dibuktikan
sebaliknya.

Menurut Pasal 165 HIR (ps. 285 Rbg. 1870 BW) makta atentik
merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belatk péttdi warisnya dan orang-
orang yang mendapat hak daripadanya, yang beedntvd akta otentik itu masih
juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhaplityak ketiga akta otentik itu
merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktianadyelyaitu bahwa

pernilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

2.1.5 Landasan Profesi Jabatan Notaris

Dalam penulisan ini Penulis memberikan 3 landasdand profesi jabatan
Notaris,yaitu landasan yuridis, landasan sosioldgrs landasan filosofis.

Dalam landasan yuridis Notaris merupakan profedidang hukum yang
terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupaa aking sebelumnya
berdasarkan pada&eglement op Het Notaris Ambt in Indonesti@u yang dikenal
dengan sebutastaatsblad1860 Nomor 3 yang ditujukan untuk memberikan
pelayanan kepada para klien yang tunduk atau mekkad diri kepada Kitab
Undang-undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-unddnkum Dagang,
sesuai dengan perkembangannya setiap perjanjiganjp@n yang dibuat dapat
dituangkan dalam akta tanpa lagi harus menyatakasuk kepada hukum Eropa,
bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan dalkta boleh merupakan materi

yang diatur dalam Hukum Adat dan Hukum Isfdnyang kemudian diterbitkan

¥ R. Sugondo Notodisoerydjukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelagdakarta :
Raja Grafindo Persada., 1993), hal. 4.
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Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabadtaris| yang menyatakan
dalam Pasal 1 angka 1, bahwa secara yuridis Nataerspakan Pejabat Umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kamgan lainnya
seabagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. iavgan yang melekat
pada Notaris adalah kewenangan atributif yaitu keamgan yang melekat pada
jabatan tertentu dan diberikan oleh Undang-undaelgagaimana terdapat dalam
Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 teidt@pagan Notaris, yaitu :

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenabupdan,
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh yramtperundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang benkiegan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepasaaggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikgrosse salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk juda ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oraingylng ditetapkan
oleh Undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastiggak
surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buksukh

b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mntandaf
dalam buku khusus,

c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tanganga salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digd@mbatalam
surat yang bersangkutan,

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengahasinaya,

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan @eambou
akta,

f. ~ membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

g. membuat akta risalah lelang

Notaris juga wajib menyimpan Minuta akta kecuallada hal Notaris
mengeluarkan akta dalam bentuk originali, yaituaagembayaran uang sewa,
bunga dan Pensiun, akta penawaran pembayaran akteiprotes terhadap tidak
dibayarnya atau diterimanya surat berharga, akésduketerangan kepemilikan
atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundataagan.

Selain kewajiban Notaris juga dikenai larangan,tuwaierupa larangan
menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, inggalkan wilayah
jabatannya dalam 7 (tujuh) hari kerja berturuttutanpa alasan yang sah,

merangkap sebagai Pegawai Negeri, merangkap selRgabat Negara,
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merangkap sebagai advokat, merangkap jabatansepiagainan atau pegawai
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daetah Badan Usaha Swasta,
merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktehTdiher wilayah jabatan

Notaris, menjadi Notaris pengganti atau melakukagkegaan lain yang

bertentangan dengan norma agama, kesusilaan afawtuken yang dapat
mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notari

Dalam landasan Sosiologis adanya Notaris pada masadalah adanya
kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat tephada Notaris yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti yaegpunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna yang disebut dengan atdaihatau akta otentik.

Sedangkan secara filosofis Notaris harus menjaafepional mendapatkan
otoritas moralnya, mereka harus dipercaya, kareslagah kepercayaan ada
harapan orang yang percaya bahwa orang yang dygeaiean bertindak demi
kebaikan orang yang memberi kepercayaan, makagioogd harus mengarahkan
tindakannya demi kebaikan klien agar pantas merkiap&epercayaan kliéh

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 266tang Jabatan
Notaris melahirkan perkembangan hukum yang bernkadgagsung dengan dunia
kenotariatan, yaitu yang pertama dengan adanydugsan kewenagan Notaris”
yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 @yabutir f (yaitu
kewenangan membuat akta yang berkaitan dengampben) dan butir g (yaitu
kewenangan untuk membuat akta risalah lelang damyadperluasan wilayah
kewenangan (yurisdiksi) yang oleh UUJN disebut gabavilayah jabatan yaitu
yang semula meliputi Kota/ Kabupaten menjadi melipilayah Provinsi dengan
tempat kedudukan di Kota/kabupaten (Pasal 18 &jat/idang-undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Kedua adalah masalah pelaksanaan sumpah jabatamisNe¢bagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu yang sebetanailakukan dihadapan
Pengadilan Negeri atau dihadapan Kepala Daerah antienjilaksanakan
dihadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukumhdk Asasi Manusia.

Ketiga adalah Notaris dibolehkan menjalankan Jabdtimtaris dalam
bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan Pasay&0 (1) (Notaris dapat

% Daryl Koehn,Landasan Etika Profes{Yogyakarta : Kanisius, 2000), hal. 72.
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menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatardaf@e dengan tetap
memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakaranda menjalankan
jabatannya) sebagai upaya efisiensi dan efektifikantor Notaris dalam rangka
mempercepat pelayanan hukum kepada masyarakat rdetegap menjaga
kemandirian dan ketidak berpihakan sehingga merkatajabatan dalam bentuk
perserikatan perdata ini juga akan melahirkan dengembangkan spesialisasi
bidang hukum tertentu.

Keempat adalah masalah pengawasan Notaris, sesmgam Pasal 1
angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasianRepublik Indonesia
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cargdakatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tatga Kéan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, mengatakbweabdajelis Pengawas
Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenat@a kewajiban untuk
melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadapsNg&ng terdiri dari
Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilagaln, Majelis Pengawas
Pusat yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerirteisur Notaris dan unsur
para ahli/akademisi dibidang hukum yang masing-ngaginsur anggotanya
terdiri atas 3 (tiga) orang untuk masa jabatanga)ttahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali.

Kelima adalah bahwa UUJN mengamanatkan agar Ndiarlmpun dalam
satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan P2asgia8 (1) (Notaris berhimpun
dalam satu wadah Organisasi Notaris) dengan kitgang pertama mempunyai
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang méweteatuan tentang
tujuan organisasi, kedua mempunyai daftar anggang galinannya disampaikan
kepada Menteri dan Majelis Pengawas Notaris, ketigdoentuk perkumpulan
berbadan hukum dan keempat mampu menetapkan dasgaidsan Kode Etik
Notarig'.

0 Lihat Abdul Ghofur,Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum &&ika,
(Yogyakarta : Ull Press, 2009), hal. 101-121.
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2.1.6 Efektifitas Hukum Akta Yang Dibuat Oleh afainadapan Notaris

Ditinjau dari istilahnya, Kata hukum berasal daahbsa Arab (bentuk
tunggal). Kata jamaknya adalahAlkas’ yang artinya perintah, selanjutnya
diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”

Hukum juga berasal dari bahasa Belanda yaitu de#a Recht dalam arti
lain berarti hak, yang merupakan salah satu dgrilee&kum disamping kewajiban.
Kata Recht selalu didukung oleh kewibawaan yanghpumyai hubungan erat
dengan ketaatan. Dengan demikian kata Recht menggratti kewibawaan dan
hukum atau Recht itu ditaati orang secara sukase@angkan dalam bahasa latin
disebut Rectum yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau
pemerintahan. Berkaitan deng&ectumdikenal kata Rex” yaitu orang yang
pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerifaR.juga dapat diartikan
‘raja” yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan

KataRectumdapat juga dihubungkan dengdbdirectuni yang artinya orang
yang mempunyai pekerjaan membimbing atau menganahka

Hukum dalam bahasa latin disebut lus yang beraktuim yang berasal dari
kata lubere yang artinya mengatur atau memerirankataan mengatur dan
memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok kag@dawaan.

Jika dilihat dari kata Lex yang berasal dari baHasa yaitu katd'Lesere”
yang artinya mengumpulkan yaitu mengumpulkan om@agg untuk diberi
perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hulaangat erat hubngannya
dengan perintah dan wibawa.

Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian hulapatdoertalian erat
dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan/orde yangnjsghya menimbulkan
kedamaian dan bertalian erat dengan peraturan datameraturan yang berisi
normd™.

Dari pengertian hukum tersebut sudah jelas bahwaarldo dalam
melaksanakan jabatannya harus dapat berbuat aslihpomyai wibawa dan taat
terhadap peraturan perundang-undangan yang betkkikode etik profesi, hal
tersebut terutama dalam pembuatan akta-akta Noyang berkaitan dengan
peertanahan harus berlandaskan pada Undang-undaagsNNomor 30 Tahun

“1 R. SoerosoPengantar llmu HukurJakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 24.

Universitas Indonesia
Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



39

2004 Tentang Jabatan Notaris dan juga Undang-undiamg Peraturan yang
berkaitan dengan pertanahan, hal tersebut sejaagad pendapat dari aliran
hukum positif yang dikenal dengan nama legismewaahukum itu identik
dengan undang-undang.

Hans Nawiasky, mengartikan hukum identik dengarumpeging-undangan
(peraturan yang dikeluarkan oleh pengu#sa)

Menurut Puchta, bahwa hukum dapat berbentuk lamgduerupa adat
istiadat, melalui Undang-undang, dan melalui ilmukdm dalam bentuk karya
para ahli hukurf?,

Dengan diundangkannya Undang-undang Notaris Norfoif éhun 2004
tentang Jabatan Notaris, maka disini sebenarnyaefa&ah dapat memaksa,
memerintahkan dan memberlakukan Undang-undangbtérsgar Notaris dapat
menjalankan jabatannya terutama mengenai pemba&tanakta Notaris sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlalagaimana pendapat John
Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah perid&ah penguasa negara.
Hakikat hukum sendiri menurutnya terletak pada uriperintah” itu, dimana
hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tefgip,dan tertutup.

Lebih jauh Austin menjelaskan pihak superior ituj@mg menentukan apa
yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu akesa orang lain untuk taat.
la memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuatintengarahkan tingkah
laku orang lain kearah yang diinginkan. Hukum aadgarintah yang memaksa
yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebalftkny2alam melaksanakan
kewenangannnya sebagaimana tersebut diatas, makeasN\#alam membuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan harus dibersittkarunsur-unsur politis dan
sosiologis sebagaimana yang dikemukakan oleh HaglseK, hukum harus

dibersihkan dari analisir-analisir yang nonyuridisperti unsur sosiologis, politis,

“2 Darmodiharjo dan Shidart®okok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Félsa
Hukum Indonesil 15.

“3 Huijbers,Filsafat Hukum Dalam Lintasan SejaraBet. 5, (Yogyakarta : Kanisius, 1998),
hal. 120.

4 Lyons, Ethics and the Ride of LagCambrige : Cambrige University Press, 1983), fal.

Universitas Indonesia
Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



40

historis, bahkan etis jadi hukum adalah suaollenskategorie (kategori
keharusan/ideal) bukaeins kategoriékategori faktual).

Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatgkah laku
manusia sebagai makhluk rasional dalam hal ini ydipgrsoalkan oleh hukum
bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnyahdt the law ought to Deetapi
“apa hukumnya” What the law i Bagi Hans Kelsen, hukum berurusan dengan
bentuk (forma) bukan isi (materia) jadi keadilabagai isi hukum berada diluar
hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tatik tetapi tetaplah
hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.

Apabila Notaris sudah melaksanakan pembuatan akitg perkaitan dengan
pertanahan, maka Notaris seharusnya mendapatderan dari Negara dalam
hal ini Pemerintah, karena dalam pembuatan aktag ylerkaitan dengan
pertanahan berarti Notaris telah menjalankan kemgaraya sesuai dengan
aturan-aturan hukum yang tertera dalam Undangnmddususnya Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Nosmimgaimana yang
dikemukakan oleh Jhering hukum sebabaw is the sum of the condition of
social life in the widest sense of the term, asiszt by the power of the states
through the means of external compulsitiukum adalah sejumlah kondisi
kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin &ekuasaan negara melalui cara
paksaan yang bersifat eksternal).

Disini Jhering melihat hukum dalam esensinya yaergkispresi melalui
tujuannya, yaitu untuk memberikan perlindungan dddp kepentingan
masyarakat dan individu melalui koordinasi antampétgingan-kepentingan
tersebut, bagi Jhering, di bawah hukum, kepentikggrentingan masyarakat
harus didahulukan jika terjadi konflik dengan kegpegan individu. Jadi terlihat
bahwa konsep Jhering tentang hukum, didominasi plmikirannya tentang
kebutuhan manusia sebagai warga masyatakat

Menurut Borst hukum adalah keseluruhan peraturagi kelakuan atau
perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksaya dapat dipaksakan

dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

%> Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan iSlogis) (Jakarta :
Toko Gunung Agung, 2002), hal. 21.
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Dari hal tersebut hukum merupakan peraturan atamangaitu petunjuk
atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manuS@am pelaksanaannya
peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bamtam mempunyai sanksi,
berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelaatgamerupakan ganti
rugi bagi yang menderita.

Jadi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor Taun 2004
tentang Jabatan Notaris, maka Notaris harus daplaksanakan kewenangannya
dalam membuat akta otentik mengenai semua perhysganjian, dan ketetapan
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangafatdu yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalama aientik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan aldmb@rikan grosse, salinan
dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuwtiakta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat l@n atang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang dan kewengan lainnya yang temvadalam Pasal 15 ayat
(2) didalamnya termasuk mengenai pembuatan aktay y@erkaitan dengan
pertanahan. Jadi sebenarnya dengan telah diundamgkaUndang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris teautar@ngenai pembuatan
akta yang berkaitan dengan pertanahan .

Tapi sesuai dengan perkembangannya ternyata tidlEmanya hukum
dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan hataku#lan secara paksaan,
seperti halnya kewenangan Notaris dalam membuat @ttanahan tidak mesti
harus dipaksakan meskipun sudah diberikan mamdettkangan oleh Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Natatik membuatnya karena
perlu diperhatikan bahwa setelah selesai membuat ydng berkaitan dengan
pertanahan maka harus didaftarkan pada InstandbaganPemerintah (dalam hal
ini Badan Pertanahan Nasional) yang mempunyai kemgan untuk melakukan
pendaftaran dalam daftar-daftar umum sehingga dappénuhi asas publisitas
disamping itu Intansi/Lembaga Pemerintah (BadataRahan Nasional) tersebut
telah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pekizal anah yang dikenal
dengan sebutan PPAT untuk melakukan pembuatanyakig berkaitan dengan
pertanahan sebagaimana pendapat dari Ross yangemiegmbempat tahapan

mengenai hukum yaitu; pertama hukum adalah sustensipaksaan yang aktual,
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kedua, hukum adalah suatu cara berlaku sesuai wWlekgeenderungan dan
keinginan anggota komunitas. Tahapan ini baru ajiean apabila orang mulai
takut akan paksaan, sehingga selanjutnya paksaanuiai ditinggalkan, ketiga,
hukum adalah sesuatu yang berlaku dan mewajibkéamdarti yuridis yang
benar. Ini terjadi karena anggota komunitas suddhiasa dengan pola ketaatan
terhadap hukum, keempat, supaya hukum berlakushada kompetensi pada
orang-orang yang membentuknya.

Karena hukum/Undang-undang (Undang-undang NomorT&0un 2004
tentang Jabatan Notaris) telah dibuat dan diundamgiiaka guna mengetahui
kepastian hukum mengenai akta-akta yang berkaitangah pertanahan yang
dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus dilihatdlea aspek yaitu aspek hukum
privat dan hukum publik, sehingga dapat diketalegidntingan-kepantingan mana
yang dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana yangathkan oleh Roscoe
Pound, bahwa hukum adalah alat untuk memperbahwsyarakatléw as a tool
of social engineeringuntuk dapat memenuhi peranannya sebagai alabigrs
Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kegenti yang harus
dilindungi oleh hukum sebagai berikut :

1. Kepentingan umunplblic interes}t

a. Kepentingan negara sebagai badan hukum

b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingarana&sy
2. Kepentingan masyarakatdcial interesgt

a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban

b. Perlindungan kemerosotan akhlak

c. Pencegahan pelanggaran hak

d. Kesejahteraan sosial
3. Kepentingan pribadipfivate interest

a. Kepentingan individu

b. Kepentingan keluarga

c. Kepentingan hak mili#

¢ Darmodiharjo dan Shidart®okok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Félsa
Hukum Indonesial30.
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Jadi Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sududapg, yakni:
Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan am@nusia dengan individu
lainnya, dan tingkah laku para individu yang mengaenhi individu lainnya, atau
tata sosial, atau tata ekonomi) dan hukum dalanseleku kumpulan dasar-dasar
kewenangan dari putusan-putusan pengadilan daak@mdadministratif (harapan-
harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebatjaidu ataupun kelompok-
kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan meatka menentukan
tingkah laku mereka).

Hukum bagi Rescoe Pound adalah sebagai “Realita@lSalan negara
didirikan demi kepentingan umum dimana hukum mekapasarana utamanya.
Ross berusaha membentuk suatu teori hukum yangrisnygilaka, tetapi yang
dapat mempertanggung jawabkan keharusan normatiigae unsur mutlak dari
gejala hukum. Hal ini hanya mungkin, kalau berlafaumormatif dari peraturan-
peraturan hukum ditafsirkan sebagai rasionalistesii angkapan simbolis dari
kenyataan-kenyataan fisio-fsikis. Maka dalam rasliierdapat hanya kenyataan-
kenyataan saja. Keharusan normatif yang berupanasasi dan simbol itu,
bukan realitas, melainkan bayangan manusia temesiigas’.

Hukum publik adalah hukum yang melindungi keperamgoublik atau
umum, orang banyak dan negara yang terdiri daahsahtunya adalah hukum
agraria.

Hukum agraria adalah keseluruhan hukum baik huk@mdgia maupun
hukum tata negara maupun hukum tata usaha negagamangatur hubungan
antara orang termasuk badan hukum dengan bumgaaryuang angkasa dalam
wilayah negara dan mengatur wewenang-wewenang \srgumber pada
hubungan tersebut.

Hukum privat adalah hukum yang melindungi keperaimgprivat atau
perorangan dan mengatur hubungan antara orangsangdengan orang yang
lain dengan menitikberatkan kepada kepentinganrgegan. Misalnya hukum
perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekaydagum waris, dan hukum

dagang.

" Huijbers T,Filsafat Hukum Dalam Lintasan SejaraBet. 5, (Yogyakarta : Kanisius.
1988), hal. 186.
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Berkaitan dengan efektifitas pembuatan akta-aktéaméo perlu dipahami
lebih lanjut dalam tiga hal yaitu pertama mengesmitem hukum, kedua
bekerjanya hukum dan ketiga peran pelaku hukum.

Untuk dapat memahami suatu sistem hukum maka pkktahui unsur-
unsur yang terdapat dalam sistem hukum itu, yardyrielari struktur, substansi
dan kultur hukurff. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedfh@n5:
16) bahwa : A legal system in actual opertion is a complex oiga in which
structure, substance and culture interact. To expthe background and efect of
any part caals into play many elements of the sysfe

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum pean kerangka atau
rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata peneggkasedur-prosedur
hukum, jurisdiksi pengadilan dan orang-orang yaertibiat di dalamnya (aparat
hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperahaliagaimana hukum itu
dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnyd ahstitusi-institusi hukum
atau aparat penegak hukifm

Unsur substansi yang dimaksud adalah aturan, na@maperilaku nyata
manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansnerupakan keadaan
faktual yang dihasilkan oleh sistem huktm

Unsur kultur hukum adalah suasana pikiran sosiall#kuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindan atesalah gunakan.
Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap vga masyarakat yang merupakan
pengikat sistem hukum, serta menentukan tempatnsistukum itu ditengah-
tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpar kulkum, sistem hukum itu
sendiri tidak akan berdaya ibarat ikan mati yantgaear di keranjang, bukan
seperti ikan hidup yang berenang di faut

8 Muchtar Wahid,Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, SuAnalisa
dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Bg&oCet. 1, (Jakarta : Replubika, 2008),
hal. 79.

**bid., hal. 80.

%0 |bid.

*! bid.

*2 bid.
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Friedman mengemukakan cara lain untuk menggambaig@mninsur sistem
hukum itu, adalah dengan mengibaratkan struktuuoimugebagai mesin, substansi
hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakam ohesin itu, dan kultur
hukum adalah apa saja atau siapa saja yang merantisigaimana mesin itu
digunakar®

Efektifitas hukum akan terwujud apabila sistem hukyang terdiri dari
unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultluhudalam suatu masyaakat
bekerja saling mendukung di dalam pelaksanaafinya

Nilai-nilai dalam kultur hukum, sangat berpengakuat terhadap tingkat
penggunaan aturan hukum. Oleh karena itu, kultdkuim sangat menentukan
apakah suatu aturan hukum itu efektif atau tidatkedtim implementasinya

Menurut Aminuddin Salle (1999: 127), kesadaran Inmkunasyarakat tidak
lain dari kesadaran cita-cita, gagasan, konsep paaya masyarakat, atau
sebagian besar dari mereka berkenaan dengan hukgberlaku. Jika peraturan
perundang-undangan yang akan diterapkan itu bartgah dengan nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat, maka peraturan penghgadangan itu tidak
dapat berlaku secra efekfif

Achmad Ali (2002: 209), lebih menegaskan bahwa téfeltau tidaknya
hukum, tidak semata-mata ditentukan oleh peratyantetapi juga dukungan
dari beberapa institusi yang berada disekelilingrsgperti faktor manusianya,
faktor kultur hukumnya, faktor ekonomis dan sebaggi’.

Dalam kaitannya dengan upaya mencapai efektifitaskuin, dapat
dikemukakan teori dari Robert Seidman (Amiruddin dainal Asikin, 2004: 46-
47) mengenai bekerjanya hukum yang dirumuskan dgh@oposisi sebagai
berikut :

*3 |bid. Hal. 81.
> bid.
*5 |bid.
%% |bid.

> bid.

Universitas Indonesia
Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail,FHUI,2011



46

a. Setiap peraturan perundang-undangan mengatur bagainseseorang
pemegang peramdle occupankitu seharusnya bertindak.

b. Bagaimana pemegang peran itu bertindak sebagasireakadap peraturan
perundang-undangan yang berfungsi mengatur besknksi-sanksinya,
aktivitas dari lembaga pelaksana serta keselurulagkungan yang
mempengaruhi termasuk mengenai dirinya.

c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu bertindebagai reaksi
terhadap peraturan perundang-undangan yang berfomgsgatur berikut
sanksi-sanksi, dan keseluruhan kekuatan-kekuatbmkpsosial dan lain-
lain yang mempengaruhi serta umpan balik yang datlari pemegang
peran.

d. Bagaimana peran pembuat Undang-undang itu bertisesilai fungsi yang
mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinyatilpabeologi, dan lain-
lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik y@atgng dari pemegang
peran serta birokrai
Dalam peran pelaku hukum dimana efektifitas hukemtama ditentukan

oleh perilaku dan peran pelaku hukum. Dalam hubomggm dengan peran pelaku

hukum, Willian Evan (1990: 76), menyatakan bahwalga pemegang peran
tidak cukup lengkap dijelaskan dari pandangan aawuma serta seperangkat
harapan dan orientasinya, namun sekurang-kurangngapat empat faktor yang

mempengaruhinya, yaitu : (a) seperangkat peran riggwu para pihak, (b)

sperangkat status, (c) sekuen status dan (d) ket para pelaku hukuth

2.2. Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

Perluasan kewenangan Notaris berupa kewenangandyayafakan dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf f yaitu suatu kewenangamkumembuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan, dengan perluasan &egem tersebut seolah-olah
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatdarisl mengarahkan
bahwa Kewenangan Notaris yang berkaitan denganl R&sayat (2) huruf f
tersebut mengenai pula; Akta Jual Beli; Akta TukBanukar; Akta Hibah; Akta

%8 |bid., hal. 82.

*bid., hal. 83.
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Pemasukan Ke Dalam Perusahaan; Akta Pembagian Hakama; Akta
Pemberian Hak Tanggungan; Akta Pemberian Hak @arggunan Atas Tanah
Hak Milik dan Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanatk Milik.

Selain akta-akta sebagaimana tersebut diatas Nalapat juga membuat
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang mempalkta pemberian
kuasa yang dipergunakan dalam pembuatan Akta Pemldéak Tanggungan.

Mengenai hal tersebut Joyo Winoto, Ph.D, menyatddediwa hanya PPAT
yang berhak membuat akta yang berkaitan dengaanadran yang dipertegas
oleh Pakar hukum pertanahan dari Fakultas Hukunveysitas Indonesia yaitu
Prof. Arie Sukanti Hutagalung, beliau menyatakahws kewenangan Notaris
dalam membuat akta pertanahan hanya pada aktatgukaif pertanahan lainnya
seperti akta sewa-menyewa atau akta pengikatanbglakedangkan akta yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pémindahan hak atas
tanah dan pembebanan hak atas tanah (seperti; Akth Beli, Akta Tukar
Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan Ke Dalam Pdrasa, Akta Pembagian
Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Aktabedan Hak Guna
Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Akta Pemberian Halkd Atas Tanah Hak
Milik) tidak bisa dibuat oleh Notaris tapi hanyagpaa dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanaf’, hal tersebut dipertegas dengan pendapat Agusyatidd, SH
Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah K&vilayah BPN Provinsi
Maluku Utara dan Lahamusein Kepala Kantor PertamaKata Ternate,
menyatakan bahwa Notaris yang belum diangkat daanghah sebagai PPAT
tidak boleh membuat akta yang berkaitan dengamifanan.

2.3. Analisis Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Bekaitan Dengan
Pertanahan

2.3.1.kepastian hukum terhadap akta yang berkaleamgan pertanahan yang
seharusnya dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Réwkia Tanah (PPAT)

tetapi dibuat oleh atau dihadapan notaris

0 Joko Purwanto, “UUJN Tabrak Tiga UU dibidang peataan?,’https://groups.google
com/group/ippatjabar/browse_thread/thread/596d44&&¢4072?hl=id diunduh 2 Desember
2010.
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Adanya perluasan kewenangan Notaris berupa kewanareng dinyatakan
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f yakni kewenangambumat akta yang berkaitan
dengan pertanahan, yang terjadi karena peralihnateess tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukanukar, hibah, pemasukan
kedalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindakaaihnya, maka secara
prosedural Notaris harus melakukan pengecekan/pkesaan mengenai
keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Badean@bhan Nasional (kantor
pertanahan setempat) dan menjelaskan maksud daanty@a juga dalam
pembuatan akte tersebut tidak diperbolehkan merkatd-kata "sesuai atau
menurut keterangan para pihak" kecuali didukundp alata formil. Tetapi pada
kenyataannya dalam praktek Badan Pertanahan NagiKkaator Pertanahan)
menolak untuk melakukan pengecekan/pemeriksaans&bah sertipikat dan
catatan lain yang berkaitan dengan akta yang larkdiengan pertanahan dibuat
oleh atau dihadapan Notaris dengan alasan bahwanBRBdrtanahan Nasional
(kantor pertanahan setempat) telah memberikan kavgam kepada Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta yaerkaitan dengan
pertanahan mengenai setiap peralihan hak atas taedddui jual beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan damapemthukum pemindahan
hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelams, tersebut sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Passy&71) berbunyi :

peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukanuokar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahateinalya kecuali
pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didataijika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembat AkteaiT#PPAT) yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundamgagad yang berlaku.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998al Pa ayat (1)
berbunyi :

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegpeadaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukampgrbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik sé#uan rumah susun
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubal@m pendaftaran
tanah yang akan diakibatkan oleh perbuatan hukum it
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Penolakan peralihan hak atas tanah melalui jual toddar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumdadran hak lainnya yang
dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh at#dnadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah dalam hal ini Notaris oleh Badan PetianaNasional (Kantor
Pertanahan) berakibat tidak dapat dilaksanakaneygemkangan Notaris dalam
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahanaetmay diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 30 tahu 2004 tentang Jabattarislserta menyebabkan
tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum terhadkip tersebut. Padahal
kepastian hukum terhadap akta sangat diperlukara gunewujudkan tujuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yaituk menjamin bahwa
kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan denigakum dapat
mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manugéu menjamin
prediktabilitas, dan juga untuk mencegah bahwa yzailg terkuat yang berlaku.
Ada beberapa asas yang terkandung dalam asas igapagkum adalah: Asas
legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukuAsas undang-undang
menetapkan berbagai perangkat aturan tentang canaermtah dan para
pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan, Asasretooaktif perundang-
undangan: sebelum mengikat, undang-undang harosudikan secara layak, dan
Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adihusiawi.

Dengan hukum (Undang-undang nomor 30 tahun 206tartg Jabatan
Notaris) seharusnya Notaris dapat membuat aktatibtéerutama akta yang
berkaitan dengan pertanahan untuk melakukan parahifak atas tanah melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalamugadhaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya sehingga terwujudatujdan kepastian hukum
sebagaimana pendapat Utrecht, dalam Surojo Wigpyoaoli bahwa hukum
bertugas menjamin adanya kepastian hukum dan gargaanusi&.

Achmad Ali mengklasifikasikan tujuan hukum kedalaiga aliran yaitu;
pertama aliran etis yang menganggap pada asasjugn thukum adalah untuk
mencapai keadilan, kedua aliran utilistis yang na@ggap pada asasnya tujuan

hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan dageketiran yuridis-formal

®1 Said Sampara et. aBuku Ajar Pengantar llmu HukurfYogyakarta : Total Media,
2009), hal. 46.
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yang menganggap pada asasnya tujuan hukum adalak umenciptakan
kepastian hukuffs.

Selanjutnya Achmad Ali sendiri mengemukakan bahwesgalan tujuan
hukum dibagi menjadi tiga sudut pandang, yaitu;

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, uan hukum dititik
beratkan pada segi kepastian hukum.

2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan mukiititik beratkan
pada segi keadilan.

3.  Dari sudut pandang sosiologis hukum, tujuan huklititik beratkan pada
segi kemanfaataf®

Hal tersebut mengingatkan kita pada apa yang pediledmukakan oleh
Gustaf Radbruch dengan istilah “Tiga Ide Dasar Hlatau Tiga Nilai Dasar
Hukum?”, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastiguh®™.

Keadilan secara gramatical berasal dari kata adhgyartinya seimbang dan
tidak berat sebelah. Dr. Andi Hamzah, SH dalam "Karflukum” memberikan
pengertian keadilan adalah keseimbangan antara pahg diperoleh pihak-
pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugrerupakan salah satu
sifat hukum disamping kemanfaatn.

Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikdagai memberikan hak
yang setara dengan kapasitas seseorang atau pakolerlkepada tiap orang
secara proporsional, tetapi juga bisa berarti mendagna banyak kepada setiap
orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan priksggimbangan. Hukum
tanpa keadilan menurut Geny tidaklah ada artinyeessekalf®.

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasg artinya sudah tetap,
mesti dan tentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indorsesanan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pengertiaraskep yaitu perihal

%2 |bid., 47.
% |bid.
4 bid., 48.

% Raimond Flora Lamandasa, “Penegakan Hukumity://www.scribd.com/doc/2953532/
Penegakkan-Hukundiunduh 5 Oktober 2010.

% Ibid.
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(keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetsg@angkan pengertian hukum
adalah perangkat hukum suatu negara yang mampwamienhak dan kewajiban
setiap warga negara, Jadi kepastian hukum adatehtkan atau ketetapan yang
dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mangmberikan jaminan atas
hak dan kewajiban kepada setiap warga neYara.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hylang jelas, tetap,
konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tdphkt dipengaruhi oleh
keadaan-keadaan yang sifatnya subj&ktif

Kepastian hukum menuntut suatu lalulintas hukumaldith kehidupan
masyarakat dimana memerlukan adanya alat bukti yeemgentukan dengan jelas
hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek huklam daasyarakat, agar
Notaris mempunyai peranan didalam hubungannya demgayarakat yang dapat
memberikan kepastian hukum akan hak dan kewajibdividu dan kelompok
masyarakat secara tertulis maka diperlukan Pejdbatm yang dapat membuat
produk hukum berupa akta otentik yang didasarkata gzeraturan perundang-
undangan yang berlaku yang dapat dijadikan sebalghipembuktian tertulis,
memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hutenmadap pihak-pihak
yang telah membuat perjanjian dalam akta yang dilbleh Pejabat Umum
tersebut.

Menurut Achmad Ali, yang dimaksud dengan Gustaf dRach, yaitu
sebagai tiga nilai dasar hukum merupakan tujuanummukialam makna luas,
dengan perkataan lain tujuan hukum adalah :

1. Keadilan;

2. Kemanfaatan;

3. Kepastian Hukunf’

Sedangkan Agustinus mengatakan bahwa terdapatasigs dasar hukum
yaitu Asas Manfaat, Adil dan Kepastian hukum. Begitga dalam membuat akta

Notaris harus berdasarkan asas ters&but

®” Departemen Pendidikan dan Kebuday&&amus Besar Bahasa Indonesia
% | amandasa, “Penegakan Hukum.”

%9 Sampara et. alBuku Ajar Pengantar llmu Hukuma8.
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Dari tiga asas tersebut, ada satu asas yang akanispéaji yaitu asas
kepastian hukum. Apa yang telah diatur dalam hukitm,harus ditaati dan
menjadi putusan. Hukum tidak boleh mengatur halgyestah terjadi sehingga
tidak dikenal retroaktif pemberlakuan sebuah hukfsas kepastian lebih mudah
pengukurannya karena soal apakah telah diatur dalstom atau belum. Jika
belum maka orang tak dapat dihukum karena hukurtidgia ada’".

Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) meropasas yang
berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pactiaseuvanda merupakan asas
bahwa pihak ketiga harus menghormati substansir&lontang dibuat oleh para
pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undaregek® tidak boleh
melakukan intervensi terhadap substansi kontralg ydibuat oleh para pihak.
Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalasal R838 Kitab Undang-
undang Hukum Perddfaberbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakagaetJndang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali seldengan sepakat kedua

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oldangrundang dinyatakan

cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itileekl b

Kepastian Hukum mempunyai dua arti yaitu Orang tlapangetahui
peraturan hukum yang mengatur suatu peristiwa hutestantu, sehingga orang
dapat mengetahui kedudukannya dalam hukum dangizal yang bersengketa
dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewapaangadi untuk keamanan
hukum dan mencegah timbulnya tindakan sewenang+vgetiai pihak manapun.

Dari pengertian mengenai kepastian hukum terselmabsjelas bahwa akta
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sudah edd#ysan yang mengaturnya,
yaitu Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentangtdabNotaris, dalam
pembuatan akta dimaksud para pihak mengetahuipskéik dan kewajibannya

sehingga dapat terhindar dari sengketa dikemudian h

pid., 83.

" Agustinus, “Asas Manfaat, Adil dan Kepastian ..leéRankah,” http://www.facebook.
com/topic.php?uid=38379387143&topic=895diunduh 3 Desember 2010.

2 Kitab Undang-Undang Hukum PerdatBufgerlijk Wetboek diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (JakartaadPya Paramita, 1996), Ps. 1338.
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Sedangkan pengertian kepastian hukum secara nbadatah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti &ar@mgatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan kereguan (multi-tafsir) dan logis
sehingga menjadi suatu sistem norma dengan notimgdag tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yandjtimbulkan dari
ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasnanoreduksi norma atau
distorsi norma.

Mainstream menganggap bahwa kepastian hukum menp&kadaan
dimana perilaku manusia, baik individu, kelompokaupun organisasi, terikat
dan berada dalam koridor yang sudah digariskan ati@fan hukum. Secara etis,
padangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yaagulu kala pernah dilontarkan
oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah seriggilanaausia lainnya (homo
hominilupus). Manusia adalah makhluk yang beringasg merupakan suatu
ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedormtuk menghindari
jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan inaadaahwa perilaku manusia
secara sosiologis merupakan refleksi dari perilglmg dibayangkan dalam
pikiran pembuat aturan.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan huyfang jelas, tetap,
konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tdplkt dipengaruhi oleh
keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengugmdppat Lawrence M.
Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford Universigypendapat bahwa untuk
mewujudkan "kepastian hukum” paling tidak harustizdhukung oleh unsur-unsur
sebagai berikut, yaitu; substansi hukum, aparatkaim, dan budaya hukum.

Unsur pertama “substansi hukum” berbicara tentandaripada ketentuan-
ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri. Unsudka “aparatur hukum” adalah
perangkat, berupa system tata kerja dan pelaksam@ada apa yang diatur dalam
substansi hukum tadi. Sedangkan unsur yang teradatah “budaya hukum”
yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudfi@pastian hukum”
adalah bagaimana budaya hukum masyarakat ataguatemukum dan aparatur
hukumnya. Unsur budaya hukum ini juga tidak kalehtmgnya dari kedua unsur

diatas, karena tegaknya peraturan-peraturan hukkam @angat bergantung
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kepada “budaya hukum” masyarakatnya. Dan budayaurhuknasyarakat
tergantung kepada budaya hukdm

Notaris adalah pilar utama dalam starting busimedsdonesia. Ini karena,
dalam berbagai hubungan bisnis, baik di perbang@ranahan, maupun kegiatan
sosial, kebutuhan pembuktian tertulis berupa al&mtdx semakin meningkat
seiring perkembangan tuntutan kebutuhan masyayakat memerlukan kepastian
hukum.

Melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris dag@étntukan secara jelas
hak dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukurkalgpis diharapkan
terhindar dari silang sengkéta

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukwkan kepastian
tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai desigaan hukum. Karena frasa
kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepagt@itaku terhadap
hukum secara benar-berfar.

Dari uraian tersebut timbul suatu pertanyaan bagasmkepastian hukum
terhadap akta yang berkaitan dengan pertanahansgdragusnya dibuat oleh atau
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tdfaletapi dibuat oleh atau dihadapan
notaris yang berlandaskan pada Undang-undang N8thdrahun 2004 tentang
Jabatan Notarig?

3 Raimond Flora Lamandasa, “Penegakkan Hukum.”

" KOMPAS.Com, “Jabatan Notaris Mudah Tergelincirlittp://cetak.kompas.com/
read/xml/2008/07/07/09261216/jabatan.notaris.mutkabelincir, diunduh 3 Desember 2010.

S Yance Arizona, “Apa ltu Kepastian Hukumfttp://yancearizona.wordpress.com/
2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukyrdiunduh 24 September 2010.

® Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan PetalerNomor 24 Tahun 1997, bahwa
peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukanuokar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pdgthian hak melalui lelang, hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibakth Pejabat Pembat Akta Tanah (PPAT)
yang berwenang menurut ketentuan peraturan pergrgtathangan yang berlaku, selanjutnya
dalam Pasal 37 ayat (2) berbunyi : Dalam keadadantes sebagaimana yang ditentukan oleh
Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaéaiimpdahan hak atas bidang tanah hak milik,
yang dilakukan di antara perorangan Warga Negatankesia yang dibuktikan dengan akta yang
tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepédator Pertanhan tersbut kadar kebenarannya
dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak pargangkutan.

" Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undamiang nomor 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwepalag: ... f. membuat akta yang berkaitan
dengan pertanahan ...
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Pejabat Umum (Notaris) yang telah diberi kewenangank membuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan harus dapat mi&arbetepastian hukum
terhadap para pihak yang menghadap kepadanya, whdpkt mengetahui
kepastian hukum terhadap akta yang dibuat olehditedapan Notaris berkaitan
dengan pertanahan mengenai peralihan hak atas taakui jual beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan damapemthukum pemindahan
hak lainnya maka perlu ditinjau dari dua aspek Inukyaitu aspek hukum privat

dan aspek hukum publik.

2.3.1.1 Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang B&dan Dengan Pertanahan
Di Tinjau Dari Aspek Hukum Privat.

Kepastian hukum atas akta yang berkaitan dengaanadran yang dibuat
oleh atau dihadapan Notaris jika ditinjau dari &sgmikum privat dapat
memberikan suatu kepastian hukum karena dalam hukivat atau perdata
pelaksanaan perjanjian berdasarkan kesepakatam quataa pihak dan pihak lain
dalam hal ini Notaris atau pihak lain yang tidaknnpeinyai kepentingan atas
perjanjian yang bersangkutan tidak boleh mencangiat memberikan pengaruh
kepada para pihak yang mengadakan kesepakatabuerstal tersebut senada
dengan apa yang dimaksud dengan Hukum privat asag ylikenal sebagai
hukum perdata adalah hukum antar golongan yang tedbhadap yang lain di
dalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan mesta maka pelaksanaan
setiap perjanjian diserahkan kepada masing-mashmkpSesuai dengan Pasal
1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdatajappasal tersebut
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya pemarg@alah adanya kata
kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendalpetagataan yang
dibuat oleh kedua belah pihak dimana dalam pelaksarya diserahkan kepada
masing-masing pihak, apabila ditinjau dari segiungan hukum yang terjadi
maka merupakan hubungan hukum antara indf¥idu

Menurut Ulpianus, ... hukum privat adalah hukum g/amengurus

kepentingan purusa-purusa khusus, karena ada hglmarupakan kepentingan

8 Said Sampara et. aBuku Ajar Pengantar llmu Hukursé.
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umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan tpfivgrivatum quod ad
singulorum utitilatem, sunt enim quaedam publiéBaytyuaedam pivatind®.

Pada hukum perdata, kepentingan-kepentingan khoersipakan obyek
dari peraturan. Mengenai hukum perdata, kepentikggentingan umum hanya
memegang peranan yang aktif. Itupun sekedar kemgsntiumum menuntut agar
purusa-purusa pribadi dapat memelihara kepentikgaentingan pribadi mereka
dengan baik, agar mereka dapat berbuat demikiarly @elanya peraturan-
peraturan itu dapat dipertahankan sebaliknya kepgart umum tidak menuntut
supaya peratura-peraturan hukum perdata di peftah&n

Jadi pembuatan akta yang berkaitan dengan pertangrey dibuat oleh
atau dihadapan Notaris ditinjau dari aspek hukunvaprobyeknya dalam
peraturan-peraturan hukum merupakan kepentingaerkiegan khusus dan
untuk hal dipertahankannya atau tidak kepentinggrektingan yang sudah
disepakati dalam akta yang dibuat oleh atau dihmdapotaris semuanya
diserahkan kepada para pihak-pihak yang berkemgmtft

Akta yang berkaitan dengan pertanahan mengendih@arenak atas tanah
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasuldalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya yang dillett atau dihadapan
Notaris akan tetap memberikan kepastian hukum lkepada pihak selama para
pihak menghendaki dipertahankannya setiap aturaiasatatau isi yang tertuang
dalam akta tersebut.

Dengan dipertahankannya aturan-aturan atau isi yargang dalam akta
yang berkaitan dengan pertanahan yang dibuat dleh dihadapan Notaris
dilindungi oleh Pemerintah apabila para pihak yaackepentingan memintanya,
hal tersebut sesuai dengan sifat dari hukum piivasendiri sebagai pengatur
kepentingan khusus, maka timbullah akibat yangipgnyaitu bahwa Pemerintah
tidak dengan sendirinya mempertahankan peraturatypan hukum perdata.
Pemerintah menyerahkan kepada yang berkepentingktaha apabila ia

menghedaki dipertahankannya peraturan-peratursselier atau tidak dan ia

L. J. Van ApeloornPengantar llmu Hukur@Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 183.
% Ibid., hal. 185.

8 |bid., hal. 186.
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hanya memberikan pertolongan untuk mempertahankannyka yang
berkepentingan memintanya. Dengan perkataan lmemberikan kemungkinan
aksi atau tuntutan hukum kepada yang bekepentingami hak untuk meminta
pertolongan hakim untuk mempertahankan hukum sutbyegs?.

Jadi Pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanaray dibuat oleh
atau dihadapan Notaris yang mengacu kepada Undatagzg Nomor 30 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris ditinjau dari hukumapitetap dapat memberikan
perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepetipgra pihak, hal tersebut
sejalan dengan tujuan dari hukum privat yaitu unteglindungi kepentingan-
kepentingan perorangan atau individugdan peraturan-peraturan pada hukum
privat pada umumnya bersifat melengkapi, meskiglajaga yang memaké&a.

Sedangkan Hukum Perdata adalah hukum antar pessrarang mengatur
hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadag lgam di dalam hubungan
keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat., makekganaannya diserahkan
kepada masing-masing pitfak

Perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas puglisemua hukum
privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang neng kepentingan-
kepentingan perseorangan.

Hukum perdata ialah kaidah-kaidah yang menguashidipan manusia
dalam masyarakat dalam hubungan manusia yang satgad manusia yang
lain®.

Hukum perdata pada prinsipnya menguasai kepentingarorangan.
Misalnya hukum perjanjian, seperti perjanijian jbeli®’.

8 bid.

8 Said Sampara et. aBuku Ajar Pengantar lImu Hukung6.
# Ibid.

® Ibid., hal. 85.

8 \Wahyono DarmabrataHukum Perkawinan Perdata Syarat Perkawinan Hak Dan
Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinditid 1, (Jakarta : Rizkita, 2009), hal. 1.

¥ Ibid.
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Hukum perdata dititik beratkan pada perlindungapek¢ingan perorangan,
yakni kepentingan pihak-pihak yang terikat di dalanbungan hukum tersebut,
yang bermaksud memberikan batasan-batasan mengekaidan kewajiban

masing-masing pihak yang terikat dalam hubungamimiersebdf.

2.3.1.2 Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Bédn Dengan Pertanahan
Di Tinjau Dari Aspek Hukum Publik.

Setelah Penulis menguraikan mengenai kepastiannhatas akta Notaris
yang berkaitan dengan pertanahan ditinjau dari imugdvat dapat memberikan
kepastian hukum, maka jika ditinjau dari aspek mukaublik akta yang berkaitan
dengan pertanahan mengenai peralihan hak atas taakui jual beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan damapemthukum pemindahan
hak lainnya yang dibuat oleh atau dihadapan Not#lek dapat memberikan
kepastian hukum atas hak atas tanah sepanjangdilkEambaga/ Badan (Badan
Pertanahan Nasional) menolak untuk melakukan ptardaf terhadap akta
tersebut, karena akta yang berkaitan dengan pédaangang dilakukan melalui
peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukanokar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahalaihaia tersebut harus
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Badataishan Nasional (Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota) mengenai kesesuaiaipilssriya, sebagaimana
tertuang dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan MelN&gara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang nKete Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentangdafaran Tanah,

berbunyi :

Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pETaimdatau
pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas SaRmamah Susun
PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaandapaKantor
Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hakaatak atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan denfiandkftar yang ada
di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatipikat asli.

% Ibid.
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Setelah dilakukan pengecekan pada Badan Pertarfdasional (Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota) baru Notaris dapat matmdkta yang berkaitan
dengan pertanahan untuk dapat didaftar pada didftar umum yang ada pada
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kant®ertanahan
Kabupaten/Kota setempat) untuk memenuhi asas gablifAsas adalah sesuatu
yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dagzgai tumpuan, sebagai pokok
pangkal, sebagai fondamen, sebagai tempat untukyandarkan untuk
mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijel&kan

Sudikno Mertokusume mengatakan bahwa asas hukumpatssip hukum
bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merapakikiran dasar yang
umum sifatnya atau merupakan latar belakang daatypean yang konkrit yang
terdapat dalam atau belakang setiap sistem hukumag tgsjelma dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakam positif dan dapat
diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalaratpran konkrit tersebllt

Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum gaekggeimbangan
kepentingan individu dan kepentingan masyarakataMiepenerobosan hukum
oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum d#angi hukum publik. Oleh
karena itu, melalui intervensi pemerintah inilahrja@i pemasyarakatan
(vermastchappelijking) hukum.

Tidak terpenuhinya kepastian hukum atas akta yamwkalian dengan
pertanahan yang dibuat oleh atau dihadapan Notditinjau dari aspek hukum
publik, dikarenakan dalam hukum publik dirumuskagbagai hukum yang
mengatur kepentingan hukum dan mengatur hubungagupsa dengan warga
negaranyd. Penguasa dalam hal ini adalah Negara (yang telamberikan
kewenangannya kepada Badan Pertanahan Nasionajardemarganya yaitu

masyarakat yang memiliki atau yang menguasai atesht

8 Rizal Alif, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan RaimSusun Dalam Kerangka Hukum
Benda”. (Tesis Universitas Padjadjaran, Bandun@6®thal. 23.

% Djuahaendah Hasamembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah & Benda LaingY
Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azasiddbdan HorizantalBandung : Citra
Adtya Bakti, 1996), hal. 66.

1 Sampara et. alBuku Ajar Pengantar llmu Hukur85.
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Hukum publik mengatur kekuasaan pemerintah, untekanggar hukum
perdata demi kepentingan penyelenggaraan kepentungam. Dengan demikian
maka pemerintah dapat menjalankan kewajibannyayahserikat pada hukum
perdata, sepanjang hukum publik tidak membebaskedari ikatan tersebiit

Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yangrupakan dasar
negara dan mengatur pula bagaimana caranya negéaksanakan tugasnya, jadi
disini merupakan perlindungan kepentingan negagh &hrena itu, pelaksanaan
peraturan hukum publik dilakukan oleh pengdas$ml tersebut senada dengan
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 196@ngnPeraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, berbunyi :

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Updadang Dasar dan
hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, limilan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamiygada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organissigiasaan seluruh rakyat”

Dalam Memori Penjelasan ketentuan ini digolongkadapketentuan dasar
nasional hukum agraria yang baru. Hak menguasainggara itu tidak saja di
dasarkan atas ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nerahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di mana Negdiemggap sebagai
organisasi kekuasaan rakyat, sebagai alat bangspi tdicarikan juga dasar
hukumnya pada ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undangigridiasar 194%.

Dengan demikian maka Pasal 2 Undang-undang Nomdaliun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memkdoerisekaligus suatu
tafsiran resmi interpretasi otentik mengenai amrkptaan “dikuasai” yang
dipergunakan di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-unbasgr 194%.

Memori penjelasan angka 11/2 menegaskan, bahwaatsahk dikuasai dalam

pasal ini bukan berarti dimiliki, akan tetapi perigan yang memberi wewenang

92 Apeloorn,Pengantar lImu Hukun,88.
9 Sampara et. alBuku Ajar Pengantar lImu Hukum.

% Eddy Ruchiyat,Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah BerlakunytPA, Edisi
Revisi, (Bandung : Alumni, 1995), hal. 9.

% bid.,, hal. 10.
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kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dgséémdonesia, sebelumnya
disebut sebagai Badan Penguasa pada tingkatargtgrantuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggupeesediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tdrseb

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukusnaaotang-
orang dengan bumi dan lain-lainnya itu (dengan gedn lain,
menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipatgsibumi dan
lain-lainnya itu)

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukusnaaotang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai hir dan
ruang angkasa. (segala sesuatu itu tentunya tekmaga kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya). Penegasan datamerkataan

“dikuasai” dinyatakan dalam Pasal 2 ayaf 2.

Kalau hak menguasai itu ada pada Negara, maka yaagjalankan
wewenang yang bersumber pada kekuasaan itu daldangilegislatif oleh
badan-badan perundang-undangan, yaitu Pemerintslarnbe DPR (pembentuk
Undang-undang). Pemerintah atas dasar Pasal §2yatau Pasal 22 Undang-
Undang Dasar 1945 dan mungkin juga seorang Memitas dasar delegasi
kekuasaan perundang-undangan, mengenai hal-hal tgalegak dalam bidang
eksekutif wewenang Negara itu dijalankan oleh [esi (Pemerintah) atau
Menter?’ dalam bidang pertanahan sekarang djalankan olgbal&eBadan
Pertanahan Nasional selaku penguasa merupakan genfamerintah Non-
Departemen yang dibentuk pada tanggal 19 Juli 1B88lasarkan Surat
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26ntdl988 yang merupakan
peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Deggagn Dalam Negeri yang
bertugas membantu Presiden dalam mengelola danemdraggkan administrasi
pertanahan baik berdasarkan Undang-undang nomoah&nt 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun pergidadangan lainnya yang

% |pid.

9 Ibid., hal. 10-11.
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meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan daitiga@ntanah, pengurusan
hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftararh tdaa lain-lain yang
berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkgaklaebyang ditetapkan oleh
Presiden sehingga dapat memberikan perlindungaadeepemilik atau yang
menguasai tanah dengan diberikan suatu hak atadh tgang dilaksanakan
terlebih dahulu pendaftaran tanahnya sesuai defgeal 19 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peaturan Dasar Pokoélkpokgraria yang
meliputi:
1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-tsdbte.
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang bedakagai alat pembuktian

yang kuat®

Pendaftaran tanah tersebut dapat memberikan kapastukum dan
kepastian hak bagi masyarakat atau setiap pemegakgtas tanah terhadap
status dan kedudukan hukumnya mengenai letak daradpatas-batas, siapa yang
empunya dan beban-beban apa yang ada di antdtanya

Irawan Soerodjo berpendapat bahwa kepastian hulalamdpendaftaran
tanah mempunyai sasaran untuk mencapai perlinduhglnm bagi pemegang
hak atas tanah, oleh karenanya setiap permasalgduag timbul pada saat
sengketa yang bergulir di pengadilan harus mefahses pembuktiaff.

Mengenai kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo etgeat bahwa
kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiaterhadap tindakan
sewenang-wenang Yyang berarti seseorang akan mdseipesesuatu yang

diharapkan dalam keadaan tertéfitu

% Abdurrahman dan Samsul WahidiBeberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan Dan
Hak-hak Jaminan Atas TangBandung : Alumni, 1985), hal. 21-22.

% lihat Notonagoro Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Widonesia (Jakarta :
Pancuran Tujuh, 1974), hal. 5 dalam Eddy Ruchig&tem Pendaftaran Tanah Sebelum Dan
Sesudah Berlakunya UURMandung : ARMICO, 1994), hal. 37.

190 rawan Soerodjokepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indong8arabaya : Arkola,
2003), hal. 41.

101 MertokusumoMengenal Hukumi.45.
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Sementara itu mengenai perlindungan hukum syamaohiB berpendapat
bahwa merupakan upaya berdasarkan hukum, baik fdiensreventif yang
merupakan sarana pencegahan dini maupun represg geerupakan sarana
pemindahan terhadap pelanggaran hukum.

Kepastian hukum hak atas tanah pada dasarnya dipdgnderbagai faktor
yang tercakup dalam sistem hukum pendaftaran tasadti, :

1. Substansi hukum, yang terdiri dari tujuan, sisteam data laksana

pendaftaran tanah.

2. Struktur hukum, yang terdiri dari aparat pertanald@am Lembaga

penguji kepastian hukum, bahkan juga Lembaga Patabrterkait.

3. Kultur hukum yang terdiri dari kesadaran hukum naaslat dan

realitas sosial.

Faktor-faktor itu secara teoritis akan memberikaasimg-masing perannya
dalam proses penetapan hak, penerbitan buku taaahsertipikat hak atas
tanat®

Kadar kepastian hukum setipikat sebagai tanda tha&i yang kuat, tidak
hanya ditentukan terpenuhinya aturan hukum seaarailf tetapi lebih penting
adalah sejauh mana penerapan aturan-aturan seeasas behingga substansi
hukum terpenufi?®

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 199angnPendaftaran
Tanah pada prinsipnya menekankan dua hal pokok gsabgtansinya menjamin
kepastian hukum, yaitu:

1. Kelompok tehnis, menekankan pada segi-segi tehpesasional mengenai
faktor kepastian obyek yang meliputi luas, letak Hatas-batas tanah.

2. Kelompok vyuridis, terletak pada segi-segi yang iferdegalitas tanah,
mengenai faktor kepastian status hukum bidang tyaaly didaftar, asal-
usul pemilikan dan cara perolehan tanah serta fdddpastian subyek hak
yang meliputi identitas, domisili, kewarganegardan hak pihak lain serta

beban-beban lain yang membebanifi{a

192 \Wahid,Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah5.
%bid., hal. 117.

194|pd., hal. 126.
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Terdapat faktor-faktor substansi pendaftaran yaragpat menentukan
kepastian hukum, yaitu; pertama faktor kepastiayebbberkaitan dengan letak
dan batas-batas tanah adalah penting terutama umémkastikan letak bidang
tanah yang dilekati hak dan dapat dilakukan rekakst untuk menghindarkan
sengketa dikemudian hari, baik yang berkaitan dengk, luas maupun batas-
batas tanah, dengan dilakukan pengukuran dan pamsetata diterbitkan surat
ukur yang memuat luas, bentuk, batas-batas danlibeyai untuk pendaftaran
haknya.

Kedua, faktor kepastian status tanah, menyangkuit \a&idis mengenai
status hukumnya, karena dikenal berbagai macamsstatkum yang masing-
masing memberikan wewenang dan meletakkan kewaybag berbeda kepada
pihak yang mempunyainya. Faktor kepastian statnahtaerutama ditentukan
asal-usul pemilikan dan cara perolehan tanahnyta dsak pihak lain yang
membebaninya, status tanah dimaksud adalah tankhniigk adat, tanah
swapraja dan bekas swapraja dan tanah negara.

Ketiga, faktor kepastian subyek hak atas tanahastegn hukum pemilikan
tanah selain ditentukan oleh kepastian obyek dapadtean status tanah,
ditentukan pula oleh kepastian subyek yang meligdentitas, domisili,
kewarhanegaraan dan sebagainya. Kepastian subwpdkhakkepastian mengenai
siapa yang mempunyai, diperlukan untuk mengetalengdn siapa harus
berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan hukgara sah, mengenai ada
atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak ketigaa untuk mengetahui perlu
atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan untuk armam penguasaan dan
penggunaan tanah yang bersangkutan secara efaktérdan.

Status tanah ditentukan antara lain proses penguagan peralihan-
peralihannya termasuk fihak-fihak yang pernah masgusebelum tanah dikuasai
Pemohor’®.

Pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahagemearperalihan hak
atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, higgmasukan dalam perusahaan
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya yangatlisleh atau dihadapan

Notaris selain diperuntukkan untuk kepentingan ingamasing para pihak

195 pid. hal. 127.
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(individu) harus juga memperhatikan kepentinganligulmmum) sesuai dengan
tujuan dari hukum publik itu sendiri yaitu untuk limdungi kepentingan umutff
dan menghindari sengketa di kemudian hari denglkukan pendaftaran pada
Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kenigata setempat) guna
memenuhi asas publisitas.

Dalam hukum publik yang menyangkut kepentingan-képgan umum
mempunyai dua peranan yaitu peranan aktif dan parpasif’”.

Kepentingan umum yang memegang peranan aktif taghselgala peraturan
hukum, ia tersangkut secara aktif pada segala hifumeranan akiif dari
kepentingan umum terhadap hukum adalah menuntuhyaddukum dan
selanjutnya bahwa isi hukum harus sedemikian sehin@ sebaik-baiknya
memenuhi tugasnya sebagai peraturan masyarakat a@dihglan damai. Jadi
kepentingan umum merupakan sebab untuk adanya hukarta merupakan
prinsip yang membimbing dalam menentukan isi hukkepentingan umum juga
melakukan peran dalam menentukan isi hukum. Keatingnum juga melakukan
peranan itu terhadap hukum perdata yang menuntpaiyau kepentingan-
kepentingan perseorangan diatur dan dilindungiinggla ia sebanyak mungkin
memelihara kepentingan orang f&h

Tetapi kepentingan umum tidak hanya menuntut ppaetdatas-batas dan
perlindugan daripada kepentingan perseorangan,inkata juga bahwa dalam
memelihara kepentingan pribadi itu tidak merugikapentingan umum atau
kepentingan masyarakat dengan demikian disampiregyvan dan perlindungan
kepentingan khusus yang diberikan oleh hukum pardaga diperlukan sesuatu
peraturan dan perlindungan untuk kepentingan umamg ydilakukan hukum
publik. Jadi kepentingan umum itu tidak hanya seektif melainkan juga dapat

secara pasif, maka kepantingan itu merupakan obigekperaturan tersebtif

1% sampara et. alBuku Ajar Pengantar llmu Hukur8g.
197 Apeloorn,Pengantar lImu Hukun,84.

1% |bid.

%bid., hal. 185.

19 pid.
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Sebagaimana dari pengertian dari hukum publik éodsi yaitu sekumpulan
kaidah-kaidah yang mengatur kepentingan umum, yamgngatur tentang
hubungan seseorang terhadap negara, atau mengdtungan seorang dengan
bagian-bagian negaf&

Upaya yang ditempuh dalam rangka mencegah timbukegalahan atau
sengketa dikemudian hari dalam menetapkan pemilikdalah diadakannya
pengumuman secara terbuka. Pengumuman tersebytakaruimplementasi dari
asas publisitas yang bertujuan untuk memberikaarkpatan kepada pihak-pihak
yang mungkin dirugikan, agar dapat segera mengajkkderatan dalam masa
waktu pengumuman.

Sesuai dengan suatu adagium: ubi societas ibigng gwrtinya (dimana) ada
masyarakat (disitu) ada hukum. pada sistem hukwihlaiv pembagian hukum
publik dan hukum perdata (privat) merupakan halgysangat esensial. Hukum
Publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang meemdeepentingan umum
dan mengatur hubungan penguasa dengan warga ngmar®elaksanaan
peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasad. patbksanaan mengenai
pendaftaran tanah dilakukan oleh penguasa dalam ialadalah Badan
Pertanahan Nasional.

Keharusan pembuatan akta yang berkaitan dengaanpben yang dibuat
oleh atau dihadapan Notaris didaftarkan pada B&gatanahan Nasional (Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat) untuk dapatibldipsikan kepada
masyarakat umum (publik) sehingga dapat memberikesempatan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukabef@an mengenai data
fisik atau data yuridis yang diumumkan dan dapatyadiakan atau memberikan
informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingamasuk Pemerintah dengan
memberikan Surat Keterangan mengenai obyek danekulygng berkaitan
dengan hak atas tanah sehingga dapat memenuhi hegekn publik dimana
obyeknya adalah kepentingan umum dan vyang karena soal

mempertahankannya dilakukan oleh Pemeriritah

1 Darmabrata,Hukum Perkawinan Perdata Syarat Perkawinan Hak Déwajiban
Suami Isteri Harta Benda Perkawinatilid 1, 3.

12 ppeloorn.Pengantar llmu Hukun,86.
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2.3.2 Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang BadaiDengan Pertanahan

Berdasarkan Hukum Tanah Nasional

Bahwa berdasarkan Hukum Tanah Nasional yang berngemembuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan adalah Pejabdtuderkta Tanah atau yang
disebut PPAT. Mungkin kita akan bertanya mengapashBejabat Pembuat Akta
Tanah yang diberi kewenangan untuk membuat aktay yserkaitan dengan
pertanahan? untuk menjawab hal tersebut, maka gidketahui bahwa tugas
bangsa adalah mengelola berupa mengatur dan mempgmguasaan dan
penggunaan tanah bersama menurut sifatnya ternditsidieng publik*®, dimana
penyelenggaraannya dari Bangsa Indonesia tersebagai pemegang hak dan
pengemban amanat pada tingkatan tertinggi dikuaské&pada Negara Republik
Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan selurupatraladi disini negara
diberikan kewenangan untuk mengatur, menentukan uaEmyelengarakan
berbagai kegiatan yang oleh UUPA diberikan suaterjmetasi otentik mengenai
Hak Menguasai dari Negara yang dimaksudkan olerabigrdindang Dasar 1945
sebagai hubungan hukum yang bersifat publik, seivegea tercantum dalam
Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentargfuPan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, yaitu berbunyi :

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (8atgrUndang Dasar
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasalni, &iu dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandurajadidya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, gabarganisasi
kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam é&ptpasal ini
memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaa
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruandgaaag
tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuaraant
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

113 Boedi HasonoHukum Agraria IndonesiaSejarah Pembentukan Undampng Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaannyhal. 231.
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c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuaraant
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang enang
bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasalNdgdra tersebut
pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencaphesse-besar
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, keseganerdan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum ds@ogang
merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di ataskgsmt@annya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan naleetya
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidasitentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuamtkete Peraturan
Pemerintah.

Kewenangan Negara sebagaimana tersebut dalam Pasadlang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pok&&kPégraria tersebut
meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif

Kekuasaan legislatif tersebut mencakup dalam p&agemengatur dan
menentukan, dilaksanakan oleh Badan-badan le@idRisat, yaitu Majelis
Permusyawaratan Rakyat, dalam bentuk penetapan NPRRwerintah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuldabg-undang dan
Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-undang, démesdalam bentuk
Keputusan Presiden dan Menteri yang berwenangdiéingi pertanahan dalam
bentuk Peraturan Mentétt.

Kekuasaan eksekutif yaitu menyelenggarakan dan mbeken yang
dilakukan oleh Presiden, dibantu oleh Menteri afmjabat Tinggi lain yang
bertugas di bidang pertanafidh

Kekuasaan yudikatif yaitu menyelesaikan sengketglssta tanah, baik
diantara rakyat sendiri maupun diantara rakyatmEmerintah, melalui Peradilan
Umum®

Dalam uraian tersebut diatas sudah jelas bahwanrawan negara dalam

bidang pertanahan yang merupakan tugas pelimpalgas bangsa diberikan pada

114 pid., hal. 270.
115 | pid.

1€ pid., hal. 271.
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Negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasiaali Badan Pertanahan
Nasional berhak untuk mengangkat dan memberi m&egaida Pejabat Pembuat
Akta Tanah sebagai mitra Badan Pertanahan yan@beatén berwenang untuk
membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertangtgamberian kewenangan
kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut lepdt thbandingkan kepada
Notaris karena Pejabat Pembuat Akta Tanah adalghab&eumum yang
merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam systemnisiasi hukum
pertanahan serta keagrariaan Indonesia karenanbieesypada filosofi, teori-teori,
ajaran serta asas-asas hukum pertanahan adat,sgangi dengan dasar dari
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratha@sar Pokok-pokok
Agraria yang mengakhiri kebhinekaan perangkat hulgamg mengatur bidang
pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasiongltyaggal, yang didasarkan
pada hukum ad&f, pernyataan hukum adat dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok riggtarcantum dalam
Penjelasan Umum angka Il (1}, Pasal 5'°, Penjelasan Pasal® Penjelasan
Pasal 16!, Pasal 58“dan Pasal 58°

117 Boedi HasonoHukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undamdang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaanny@&lakarta : Djambatan, 2005), hal. 176.

18 Bunyi Penjelasan Umum angka 1l (1) Undang-undalgnor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, adalah “Derggamdirinya hukum agraria yang baru itu
harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rbipgbk. Oleh karena rakyat Indonesia
sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hugranabaru tersebut akan didasarkan pula
pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebadainhwyang asli, yang disempurnakan dan
disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalamr&lggng modern dan dalam hubungannya
dengan dunia internasional, serta disesuaikan dergsialisme Indonesia. Sebagaimana
dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhanny tieddepas pula dari pengaruh politik dan
masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masydrakapraja yang feodal.

119 pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangti?an Dasar Pokok-pokok
Agraria, berbunyi : Hukum agraria yang berlaku diami, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingsional dan Negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indoeesia dengan peraturan-peraturan yang
tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan paratperundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandahp&den agama.

120 penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahuf 1€@ang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, berbunyi Penegasan, bahwamukdat dijadikan dasar dari hukum agraria
yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (igjka 1).

121 penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tah@f fehtang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, berbunyi : Pasal ini adalatakganaan dari pada ketentuan dalam Pasal 4.
Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam pasahtbyabhukum pertanahan yang Nasional
didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hakthskanah dan air dalam pasal ini didasarkan
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Sedangkan Notaris merupakan pejabat umum yang hangenembuat alat
bukti perbuatan hukum atas tanah yang bersumber fadofi, teori-teori, ajaran
serta asas-asas hukum pertanahan barat (BW), $estahgkum pertanahan barat
tersebut telah dicabut sebagaimana dalam Undangagndomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agaria dikturemotuskan, yaitu
berbunyi:

1. “Agrarische Wét(Staatsbladl870 No0.55) sebagai yang termuat dalam
pasal 51 Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Ihdi&taatsblad
1925 No0.447) dan ketentuan dalam ayat-ayat laidiayepasal itu;

2. a. ‘Domeinverklaring tersebut dalam pasal Agrarisch Besluit

(Staatsbladl870 No. 118);

b. “Algemene Domeinverklarifigtersebut dalam Staatsblad 1875
N0.119A;

c. “Domeinverklaringuntuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari
Staatsbladl874 No.94f;

d. “Domeinverklaringuntuk keresidenan Menado” tersebut dalam pasal
1 dariStaatsbladl877 No.55;

e. “Domeinverklaringuntuk residentie Zuider en Oosterafdeling van
Borned tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No0.58

3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29S(aatsblad 1872
No0.117) dan peraturan pelaksanaannya;

pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam padadtk guna-usaha dan hak-guna-bangunan
diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan,
bahwa hak-guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitetang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-
bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht daalajitadakan dengan dicabutnya ketentuan-
ketentuan dalam Buku ke Il Kitab Undang-Undang Hukeerdata.

Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertgatardengan ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung derdgedaan masyarakat sekarang ini belum
dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akdnordiayat 1 huruf h jo. pasal 53).

122 pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ter@mgturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, berbunyi : Selama Undang-undang mengealainhilik sebagai tersebut dalam pasal 50
ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adettdntuan-ketentuan hukum adat setempat dan
peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atehtyang memberi wewenang sebagaimana
atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 2@ng&pg tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

123 pasal 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 terRamgturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, berbunyi : Selama peraturan-peraturanksal@aan Undang-undang ini belum terbentuk,
maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maunyg tidak tertulismengenai bumi dan air
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnyahdkshak atas tanah, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjitddak bertentangan dengan jiwa dari
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sé@y&idafsiran yang sesuai dengan itu.

Pada Pasal 58 tersebut tidak menyebut hukum adates langsung, tetapi menyebut peraturan
tidak tertulis dimana mencakup pula hukum adatgt Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia

Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agrariad#si Pelaksanaannya. (Jakarta :

Djambatan, 2005), hal :176-178 dan uraian nomor 53.
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4. Buku ke-ll Kitab Undang-Undang Hukum Perdataoimesia sepanjang
yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yarkpartdung di
dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenaithgpk yang masih
berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;

Hal tersebut dipertegas lagi dengan diterbitkankantundang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atasi Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang mengganti danghapus ketentuan
mengenai Credietverband sebagaimana dalam Stahtk®l8-542 jo. Staatsblad
1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang deldlah dengan Staatsblad
1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagainbersebut dalam
Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesaanjang mengenai
pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanahiabbseda-benda yang
berkaitan dengan tanah.

Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai m#ra Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bemgemaembuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan ditegaskan dalam Pasaidang-undnag Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok riadfa jo Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentamgla®aran Tandf® jo
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24naBa7 tentang Pendaftaran

Tanah?® yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pendetitanah dilakukan

124 pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ter®engturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, berbunyi : (1) Untuk menjamin kepastiarkima oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia meniketientuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebuimdajat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran
perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftarandkaiths tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yangakersebagai alat pembuktian yang kuat. (3)
Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mendiegdaan Negara dan masyarakat, keperluan
lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan pesygyjaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria. (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur dibiaya yang bersangkutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dekg@mtuan bahwa rakyat yang tidak mampu
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

125 pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1®&6hng Pendaftaran Tanah,
berbunyi : Setiap pejanjian yang bermaksud memikalathak atas tanah, memberikan sesuatu
hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau neemmmgng dengan hak atas tanah sebagai
tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte gdngt oleh dan dihadapan penjabat yang
ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalanrd&eran Pemerintah ini disebut : penjabat).
Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteriaigr.

126 pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 244897 tentang Pendaftaran Tanah,
berbunyi : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftarsah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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oleh Kepala Kantor Pertanahan yang selanjutnya pRasal 6 ayat (%'
disebutkan dalam rangka pendaftaran tanah KepafdoKdertanahan dibantu
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur jugEnmd®ndang-undang
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yaitu

Pasal 10

(1) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaintaimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) dapat beralih dengan cara pewaaitsar dengan cara
pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yatadxb.

(2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam (&yadilakukan
dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dikiaftgada Kantor
Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkumemurut
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalaah FBaindang-
undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pasal 14

(1) Pemberian hipotik sebagaimana dimaksud dalasalFL2 dan Pasal 13
dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib
didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten dan Kaeidya untuk
dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yangamgkutan.

(2) Dalam akta pemberian hipotik sebagaimana dsmdldalam ayat (1)
dapat dimuat janji-janji yang berlaku juga bagightketiga.

(3) Sebagai tanda bukti adanya hipotik sebagaindinaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 13, diterbitkan sertifikat likpgang terdiri dari
salinan buku tanah hipotik dan salinan akta Pej&manhbuat Akta
Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Tanggal buku tanah hipotik sebagaimana dindkdalam ayat (3)
adalah tanggal yang ditetapkan tujuh hari setelfepmaan secara
lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftefa oleh Kantor
Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkati@n jika hari

5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan Kkpala Kantor Pertanahan, kecuali
kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Refal ini atau perundang-undangan yang
bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.

127 pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 244897 tentang Pendaftaran Tanah,
berbunyi : Dalam melaksanakan pendaftaran tanapalde<antor Pertanahan dibantu oleh PPAT
dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksandtegiatan-kegiatan tertentu menurut
Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundadgagan yang bersangkutan.
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ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka buku tayahg bersangkutan
diberi bertanggal hari kerja berikutnya.

(5) Sertifikat hipotik sebagaimana dimaksud dalayat (3) mempunyai
kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebpgtusan
pengadilan.

(6) Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tahahtuk dan isi buku
tanah hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayatefiq $ial-hal lain
mengenai pendaftaran hipotik dan pemberian sedtigkbagai tanda
bukti, ditetapkan dan diselenggarakan berdasarktentuan Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19nghud@ang
Nomor 5 Tahun 1960.

Pasal 15

(1) Pemberian fidusia sebagaimana dimaksud daksalR2 dan Pasal 13
dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah wiajib
didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Keidya untuk
dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yangamgkutan.

(2) Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tadah hal-hal lain
mengenai pencatatan fidusia sebagaimana dimaksad dayat (1)
ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketenReraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19nghut@lang
Nomor 5 Tahun 1960.

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1%9f%ang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda YangaiBmrkDengan Tanah,

berbunyi :

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disBfRAT, adalah
pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat pé&inindahan hak
atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, danpektberian kuasa
membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan pargaddangan
yang berlaku;

Yang dipertegas dalam Penjelasan Umum angka 7 \graaladang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BeSmmda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah, yaitu

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakanumelah tahap

kegiatan, yaitu :

a. tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibu&tikgaPemberian
Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanabk wefanjutnya
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disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian gHaintang yang

dijamin;
b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanaharg yaerupakan saat

lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.
Menurut peraturan perundang-undangan yang berRIRAT adalah pejabat
umum yang berwenang membuat akta pemindahan hakaatah dan akta
lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yantuk aktanya
ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatduimutertentu mengenai
tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masirgjagia Dalam
kedudukan sebagai yang disebutkan di atas, maksastkh yang dibuat oleh
PPAT merupakan akta otentik.
Pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atds yang pembuatan
aktanya merupakan kewenangan PPAT, meliputi perabuadkta
pembebanan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Mildagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agdara pembuatan
akta dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan yaamr ddalam
Undang-undang ini.
Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tamggyuwajib hadir
dihadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidakt dagolir sendiri, ia
wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, den@amat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT, yaedpéntuk akta
otentik. Pembuatan SKMHT selain kepada Notarisigdiskan juga kepada
PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah keaap@délam rangka
memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pdrakmemerlukan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1989Znig Pendaftaran

Tanah, yaitu berbunyi :

(1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ay&t (@angkat dan
diberhentikan oleh Menteri.

(2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencilntsteé dapat
menunjuk PPAT Sementara.

(3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksua @pat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No8¥tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yjjabgréan dengan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 280&ng Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahuB fi@8ang Peraturan

128 pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 244897 tentang Pendaftaran Tanah,
berbunyi : Dalam melaksanakan pendaftaran tanapalde<antor Pertanahan dibantu oleh PPAT
dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksandtegiatan-kegiatan tertentu menurut
Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundadgagan yang bersangkutan.
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Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang intinyadgang dimaksud dengan
Pejabat Pembuat akta yang berkaitan dengan peaaradalah PPAT dimana
bertugas untuk melaksanakan sebagian dari kegadaftaran tanah dengan
tugas pembuatan akta (otentik) sebagai bukti tdildkukan perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milils Aatuan Rumah Susun yang
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan datadaftaman tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di daerahakgm yang ditentukan oleh
pemerintah kompetensi absolutgakni kabupaten atau kota satu wilayah dengan
wilayah kerja Kantor pertanahan.

Dalam Hukum Tanah Nasional sebagaimana diuraikatasliyang disertai
dengan peraturan perundang-undangan sebagai dakesa byang berwenang
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahanhaBajabat Pembuat Akta
tanah (PPAT) bukan Notaris, jadi akta-akta yangkdnean dengan pertanahan
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurutuHuRanah Nasional tidak
dapat memberikan kepastian hukum terhadap akta y@ergaitan dengan

pertanahan tersebut.
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BAB 111
PENUTUP
3.1. Simpulan
3.1.1 kepastian hukum terhadap akta yang berkaitan dengan pertanahan yang
seharusnya dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
tetapi dibuat oleh atau dihadapan notaris

Pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan mengenai peralihan hak
atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya yang dilakukan oleh atau dihadapan Notaris
ditinjau dari hukum privat dapat memberikan kepastian hukum terhadap para
pihak, karena berdasarkan hukum privat pelaksanaan perjanjian yang dituangkan
dalam akta didasarkan atas kesepakatan antara para pihak, sehingga yang terjadi
adalah hubungan hukum antara individu.

Sedangkan ditinjau dari hukum publik akta yang berkaitan dengan
pertanahan mengena peralihan hak atas tanah melalui jua beli, tukar menukar,
hibah, dan lain-lain dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya yang dibuat
oleh atau dihadapan Notaris tidak dapat memberikan kepastian hukum atas hak
atas tanah sepanjang tidak didaftarkan kepada Instansi/Lembaga/Badan (Badan
Pertanahan Nasional) yang mempunyal kewenangan dalam melakukan
pendaftaran terhadap akta tersebut, guna memberikan kepastian hukum hak atas
tanah mengenai obyek, letak dan batas-batas dengan dilakukan pengumuman
secara terbuka yang merupakan implementasi dari asas publisitas yang bertujuan
untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mungkin dirugikan, agar
dapat segera mengajukan keberatan dalam masa waktu pengumuman, Kemudian
diterbitkan sertipikat untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai
dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagai
alat pembuktian yang kuat.
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3.1.2 Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

Berdasarkan Hukum Tanah Nasional

Pembuatan akta Notaris yang berkaitan dengan pertanahan menurut hukum
tanah nasional tidak dapat memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah
karena menurut hukum tanah nasional yang berwenang dalam membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan Notaris.
Hal tersebut dikarenakan adanya kewenangan negara dalam bidang pertanahan
yang merupakan tugas pelimpahan dari tugas bangsa yang diberikan pada Negara
(dadam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional), jadi Badan Pertanahan
Nasional berhak untuk mengangkat dan memberi mandat kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah sebaga mitra Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan, Pemberian mandat tersebut didasarkan pada suatu
kebutuhan mendasar dalam system administrass hukum pertanahan serta
keagrariaan Indonesia yang bersumber pada filosofi, teori-teori, garan serta asas-
asas hukum pertanahan adat yang dipertegas dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Y ang Berkaitan
Dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pgabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Notaris tidak dapat dijadikan mitra
Badan Pertanahan Nasional karena merupakan pegabat umum yang berwenang
membuat alat bukti perbuatan hukum atas tanah yang bersumber pada filosofi,
teori-teori, gjaran serta asas-asas hukum pertanahan barat (BW) yang telah dicabut
sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agaria diktum memutuskan.
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3.2. Saran

1

Agar Badan Pertanahan Nasiona melakukan pemisahan Jabatan antara
Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena Notaris dan
PPAT merupakan dua profesi yang berbeda dengan tugas dan kewenangan
yang berbeda serta Instansi yang mengangkatnya berbeda juga.

Untuk memperkuat kedudukan PPAT, agar dibuatkan Undang-undang
khusus yang mengatur tugas dan kewenangan PPAT.

Agar Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia melakukan amandemen
terhadap Pasal 15 ayat (2) butir f untuk menghindari konflik atau benturan
dengan instansi/lembaga/badan lain (Badan Pertanahan Nasional) sehingga
dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanahnya.
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Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya

kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal

yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan

Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : ---------------

e  Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : --------z----mmmmmnemmev
Nomor atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nomor seluas m? (

meter persegi ) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

e  Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : --------n-zmemeemmneeee
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )
yaitu seluas kurang lebih m? (

meter persegi ), dengan batas-batas @ ------emfem-oooooeesoe-

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. ----------s-z-s-smommeeoo

e Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok Kohir Nomor

seluas kurang lebih y m? (

meter persegi ), dengan batas-batas : ——---------soesmrmenneno

Akta Jual Beli Halaman 6 dari 7
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sehagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomeor ] vyang dilampirkan pada akta ini. -------=--=mmsun

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

L] Hak Milik Atas Satnan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota 5
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

Jual beli ini meliputi pula ;

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta i disebut "Obyek Jual
Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas
dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku

pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kwitansi ).

Aktn Jul Beill Haluman 4 dari 7
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c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -------------=m-emun-mn

Pasal 1

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi
milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari,
dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi
hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2
Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak
tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai
jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan

bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

Pasal 3
Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal
Nomor '

Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini
kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

tercantum dalam pernyataannya tanggal

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli
dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan
Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi
Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan

kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

Pasal

Akta Jual Beli Halaman 5 dari 7
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Pasal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera 5

Pengadilan Negeri

Pasal

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini

dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan

menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

Akta Jual Beli Halaman 6 dari 7
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sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak
‘Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
asli, yaitu 1 ( satu ) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1
( satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. ----——--—__

Pihak Pertama Pihak Kedua

Saksi Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Akta Jual Beli Halaman 7 dari 7
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AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

No: /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ( )
bulan tahun (

)
hadir dihadapan saya

yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk - sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

dan berkantor di

dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ------
Ly I

Akta Pemberian Hak Tanggungan Halaman 1 dari 12
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pemegang hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah- Susun yang
akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak;

pemilik

selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang
bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak
sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak
Kedua.

Akta Pemberian Hak Tanggungan Halaman 2 dari 12
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Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan
yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. ----
Para Pihak menerangkan :
e bahwa oleh Pihak Kedua dan

selaku Debitor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang
dibuktikan dengan :

- Akta tanggal nomor
dibuat dihadapan
< yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya; -----

- Akta dibawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di

tanggal nomor

yang aslinya diperlihatkan kepada saya;

bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp.
(

)
/sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian
utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta
pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah
Nilai Tanggungan sebesar Rp. (

)
oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan
Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan
yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya atas Obyek/Obyek-obyek berupa
( ) hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun yang diuraikan dibawah ini :

Akta Pemberian Hak Tanggungan Halaman 3 dari 12
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« Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -------------------
Nomor atas sebidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor
seluas m? (
meter persegi)
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

« Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
‘atas sebagian tanah Hak Milik /Hak Guna Bangunan /Hak Pakai
Nomor
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m? (
meter persegi),

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini,

terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan
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yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

Hak Milik atas sebidang tanah :

Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih
2
m* (

meter persegi),

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini
terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota

- Kecamatan

- Desa/Kelurahan % p

- Jalan

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

e Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor
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terletak di:

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

e Hak

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada saya,
PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak, dan
pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; --------------------

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : -----=------=-moceeeeeev
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Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan
benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang

oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya.

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan,

. bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas,
betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari

sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yagn tidak tercatat, --------------------

Pasal 2

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh
Pihak Kedua dengan ' janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak

sebagaimana diuraikan di bawah ini :

e Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak
Tanggungan di atas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai
masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari Obyek Hak
Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari
Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya

membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang

belum dilunasi ;

- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp. (
)
- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp. (
)
- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp. : (
)
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e Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak
Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang
akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan
itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang
yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak

Kedua ; -- -—--

e Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada piahk lain Obyek Hak
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua,
termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima

uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; ----------

o Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata
susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan
kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Pihak Kedua; ------- - ---

e Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan
untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melipﬁ:ti letak

Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; ----- ==

e Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan
perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi
dan menyatakan menerima kewenagan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : -----------====mmmm-mmmmmm
a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak

Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; ----------- mmm e
b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;-
menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; -----
d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; -------
e. mengambil dari uang hasil penjualan-itu seluruhnya atau sebagian untuk

melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan ---------=-=-----cnocoumcmo-
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f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum
yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu

dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; --------------------ssex

e Pihak Kedua sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak
Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan
persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun

sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama;

e Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau

mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga; -----------------—

¢ Dalam hal Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau
dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas
Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak
Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa,
untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala
sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga
lainnya, untuk  itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang
dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik
oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti

rugi dan lain-lainya tersebut guna pelunasan piutangnya; ---------------==--seeeeeo-

e Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap
bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh pihak
Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang
cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak
Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan
oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan
sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau
malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini
diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa.’ untuk
menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang

bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor;

e Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk-itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang
diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek

9
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Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk
mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas obyek Hak
Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang -
undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan :

pembaruan hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan; --------------------

e Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak
Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang
berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada
waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh
mengosongkan ~ dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada
Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat

menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya;

o Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan
akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan
dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai
Pemegang Hak Tanggungan dan untuk -itu Pihak Pertama dengan akta ini
memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari

Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar; -------------eosmemememenee

Pasal 3

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan
dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak

Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-

10
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pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani
formulir/surat, - menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar
semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala

tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-

ketentuan tersebut.

Pasal 4

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan

segala akibatnya memilih domisili pada

Pasal 5

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan

Hak Tanggungan tersebut diatas dibayar oleh

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama

dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -

yang menerangkan telah mengatahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui

pemberian Hak Tanggungan dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

Akta Pemberian Hak Tanggungan Halaman 11 dari 12

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail, FHUI,2014niversitas Indonesia



sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua,
para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) lembar in originali, satu lembar .
disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/kota

untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini.----

Pihak Pertama Pihak Kedua
Persetujuan ... Persetujuan ..........cc......
Saksi Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah
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AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

ATAS TANAH HAK MILIK
No. /
Lembar Pertama/Kedua
Pada hari ini, tanggal ( )
bulan tahun (

hadir dihadapan saya

yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja
dan berkantor di
dengan dihadiri
olehsaksi-saksiyang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:----
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Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

sayakenaldan
yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhiraktaini. :

Pihak Pertama terlebih dahulu ‘menerangkan bahwa pihaknya adalah
pemegang Hak Milik Nomor
atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal Nomor
seluas m?(

meter persegi)dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dengan ini memberikan Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan
dengan ini menerima pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dari Pihak

Pertama, yaitu:

- atasseluruh tanah Hak Milik Nomor ‘
sebagaimana diuraikan di atas; -----
- atassebagian dari tanah ak Milik Nomor
yaitu seluas lebih kurang m”~
( meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada aktaini ; -----

selanjutnyadalam akta ini disebut “Obyek Pemberian Hak”. -------=--=nnnmnmemencnnen
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Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan sebesar Rp.
( )i
b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas
dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku '

pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi);

c. pemberianhakini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
(1) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini diberikan untuk = jangka waktu
¢ ) tahun, dan berakhir pada tanggal

(2) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini memberi hak kepada Pihak

Kedua khusus untuk mendirikan dan mempunyai bangunan berupa

‘

di atas tanah yang menjadi Obyek Pemberian Hak  sampai
berakhirnya jangka waktuhak yang diuraikan di atas. ------------=-- it
(3) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini tetap membebani Hak Milik yang
bersangkutan walaupun Hak Milik itu telah beralih atau dialihkan
oleh Pihak Pertama kepada pihak lain, dan Pihak Kedua tetap dapat
melaksanakan haknya  sampai  jangka waktu  Hak  Guna
Bangunan/Hak Pakai ini habis.
(4) Dalam melaksanakan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini Pihak
Kedua tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas Obyek

Pemberian Hak dan tidak  diperbolehkan membangun bangunan yang

melintasi batas Obyek Pemberian. Hak.
(5) Dalam melaksanakan pembangunan Pihak Kedua wajibmemenuhi

segala ketentuan peraturan = perundang-undanga mengenai  pendirian

bangunan dan rencana tata ruang wilayah dan wajib memiliki ijin-ijin

yang disyaratkan.

(6) Pelanggaran  ketentuan peundang-undangan  yang berlaku  menjadi
tanggung jawab Pihak Kedua sendiri.
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(7) Pihak Kedua akan memelihara dan mengelola bangunan termasuk
benda-benda-benda serta sarananya dengan sebaik-baiknya dan apabila
ternyata diterlantarkan maka Pihak Kedua akan menyerahkan dan
memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengelola dan
memeliharanya hingga jangka waktu pemberian hak yang diberikan
dengan akta ini berakhir.

(8) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengagunkan atau menjual
dengan cara apapun juga Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang
diberikan dengan akta ini dan/atau bangunan yang ada di atas tanah
yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tanpa
terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. ------

(9) Pihak Kedua Wajib- :

a) mengosongkan bangunan yang ada di atas Obyek Pemberian Hak

dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama berikut benda-benda
lain serta sarananya, tanpa pembayaran ganti rugi berupa apapun

juga, atau

b) membongkar bangunan yang ada di atas Obyek Pemberian Hak
dan menyerahkan kembali Obyek Pemberian Hak tersebut

kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula. -=----==semeeeeeeeeee

Pasal 2

Mulai hari ini Obyek Pemberian Hak yang diuraikan dglam akta ini,
oleh Pihak Kedua telah dapat digunakan untuk keperluan sebagiamana
dimaksud dalam Pasal 1 dan karenanya segala keuntungan yang didapat
dari, dan segala kerugian/beban atas Obyek Pemberian Hak tersebut
di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 3

Pihak Pertama menjamin, bahwa Pemberian Hak tidak tersangkut

dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan
untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikt, dan bebas dari

beban-beban lainnya yang berupa apapun. =--===--mmmmmeeeeeooeeeee

Pasal 4

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Obyek Pemberian
Hak dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan
Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran
instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dan tidak memperhitungkan
kembali imbalan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama.
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Pasal

Pasal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya ‘memilih
tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor

Panitera Pengadilan Negeri

Pasal

Biaya pembuatan akta ini uang saksi dan segala biaya mengenai

pendaftaran hak ini dibayar oleh

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :
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sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1
('satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan

dengan akta ini:

Pihak Pertama Pihak Kedua
Persetujuan .................
Saksi Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah
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AKTA HIBAH

No: / it vin
Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ( )

bulan tahun (

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal

nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja
dan berkantor di
dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----------
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Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal
dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.---------

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan ' kepada Pihak Kedua,
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari pihak Pertama

yaitu:

* Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : --------------—
Nomor ! atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar¢ Situasi
tanggal Nomor
seluas m? (

meter persegi ) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) :

* Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : --------------
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Barigunan/ Hak Pakai Nomor 5
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) .
yaitu seluas kurang lebih m? ( )

meter persegi ),

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

Hak Milik atas sebidang tanah :

= Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih m?
(
meter persegi ),
3
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dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini,

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

®  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor
terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

Hibah ini meliputi pula :

selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut "Obyek
Hibah” .

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan

dengan syarat-syarat sebagai berikut:
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Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik
Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari,
dan segala kerugian/beban ayas obyek hibah tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak
Kedua.

Pasal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya
sebagaimana didapatinya hari ini dan Pihak Kedua dengan ini

menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan

dan/atau cacat yangtampak dan/atau tidak tampak.

Pasal

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari

tanggal Nomor

Pasal
Pihak Kedua dengan ini  menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan
tanahnya tidak ‘melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah: menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum ‘dalam

pernyataannya tanggal

Pasal

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam
akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan  Pertanahan Nasional,
maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi ‘Badan Pertanahan

Nasional tersebut.

Pasal
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Pasal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor panitera

Pengadilan Negeri

Pasal

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini

dibayar oleh

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

sama dan akan disebutkan padaakhir akta ini:

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan

menyetujui hibah dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:
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sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani/cap ibi jari oleh Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 ( dua ) rangkap
asli, yaitu 1 ( satu ) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1
( satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.---------

Pihak Pertama Pihak Kedua

Persetujusn s

Saksi Saksi '

Pejabat Pembuat Akta Tanah
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AKTA PEMASUKAN KE DALAM PERUSAHAAN

No. /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ( )
bulan tahun (

)
hadir dihadapan saya

yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

dan berkantor di -
dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -------=-----emeeeev
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Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal dan

yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhirakta ini.
Pihak Pertama menerangkan dengan ini memasukkan sebagai penyertaan ke
dalam Perseroan Terbatas

dan Pihak Kedua menerangkan
dengan ini menerima penyertaan Pihak Pertama tersebut, yaitu berupa:

« Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :-----=---=----mm-smennv
Nomor atas sebidang
tanah  sebagaimana  diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi
tanggal Nomor
seluas m?(

meter persegi)
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
terletak di :
- Propinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Jalan

Hak Milik/Ha Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :--------=--------=--=eo-
atas sebagian tanah Hak Milik / Hak Guna Usahd / Hak Guna Bangunan / Hak
Pakai Nomor

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih m? (
meter‘persegi)
dengan batas-batas :
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini,
3
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terletak di :
- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan
- Jalan

Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih : m?

meter persegi), dengan batas-batas : ----------

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini.
berdasarkan alat-alat bukti berupa :

terletak di :
- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan
- Jalan
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 Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun:
Nomor

terletak di :
- Propinsi
- Kabupaten

- Kecamatan

- Desa/Kelurahan
- Jalan

» Hak

Pemasukan ke dalam perusahaan ini meliputi pula :

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Obyek
Pemasukan ke dalam Perusahaan™.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. untuk pemasukan ke dalam perusahaan ini Pihak Pertama menerima sebagai
penggantinya ( )
saham Perseroan Terbatas
,semuanya dengan harga nominal Rp.
);
b. aktaini berlakusebagaitanda penerimaan saham tersebut;

¢. Pemasukan ke dalam perusahaan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebgai
berikut :
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Pasall

Mulai hari ini obyek pemasukan ke dalam perusahaan yang diuraikan dalam
akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan
yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek pemasukan ke
dalam perusahaan tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.------------ '

Pasal 2

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek pemasukan ke dalam perusahaan
tersebut di atas tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak
terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam
sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.----------

Pasal 3

Mengenai pemasukan ke dalam perusahaan ini telah diperoleh ijin
pemindahan hak dari
tanggal Nomor

Pasal 4

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek pemasukan ke
dalam perusahaan dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi
Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil
pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional terscbut dengan tidak
memperhitungkan kembali saham sebagai pengganti pemasukan ke dalam
perusahaan dalam akta ini dan tidak akan saling mengadakan gugatan. -------

Pasal
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Pasal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri

Pasal

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini
dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
samadan akan disebutkan pada akhir akta ini:

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di-atas dan
menyetujui pemasukan ke dalam perusahaan dalam akta ini. -=----=-=--=-------

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : ------------emeeeens

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan
Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak

( ) rangkap asli terdiri dari 1 (satu) rangkap
lembar pertama disimpan di kantor saya, dan ( )
rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
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untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pemasukan ke dalam
perusahaan dalam akta ini.

Pihak Pertama Pihak Kedua
Persetujuan
.Saksi Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah
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AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

No. /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ( )
bulan tahun (

)
hadir dihadapan saya

yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat /ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja
dan berkantor di
dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -------
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Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan
yang lain diperkenalkan olehnya képada saya/Para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. .

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak
dibawah ini:
»  Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :

Nomor atas sebidang

tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi
tanggal Nomor
seluas m?2(

meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ):
terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

«  Hak Milik atas sebidang tanah : i

Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih . m?
(
meter persegi ), dengan batas-batas :
sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini,
berdasarkan alat-alat bukti berupa :
3
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terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

e  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :
Nomor

terletak di :

- -Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

e Hak

selanjutmya dalamakta ini disebut "Hak Bersama”.

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk

mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama tersebut, dan untuk itu dengan

ini menyepakati pembagian hak bersama tersebut sebagai berikut : -----------s-—-

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dati : -----------
- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;
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- Hak atas sebagian tanah Hak
sebagaimana
diuraikan diatas, yaitu seluas kurang lebih m?

(

meter persegi) dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini.--

b. Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :-------==---=-----

- Hak
sebagaimana diuraikan di atas ; B
- Hak atas sebagian tanah Hak
seBagaimana
diuraikan diatas, yaitu seluas kurang lebih m’
(

meter persegi) dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.
¢. Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :------------=-----
- Hak
sebagaimana diuraikan di atas;
- Hak atas sebagian tanah Hak
sebagaimana
diuraikan di atas, yaitu seluas kurang lebih

(

2
m

meter persegi) dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.
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Pembagian hak bersama diatas juga meliputi :

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa :

a. - dalam pembagian hak bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang

diperoleh oleh salah satu pihak;

- para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh
oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas; ------—-

- karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini,

maka Pihak membayar h
uang tunai sejumlah Rp. (

)
kepada pihak dan untuk pembayaran

tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kwitansi).

b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih

lanjut sebagai berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik
masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala
keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut di atas
menjadi hak/beban- pihak yang memperoleh hak tersebut. ------------

Pasal 2

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya
menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan masing-
masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala

tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan /atau tidak

tampak.

Pasal 3

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini

dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini
kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
tercantum dalam pernyataannya tanggal

6
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Pasal 4

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian

hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan

Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi

Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal

Pasal

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri

Pasal

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan
hak ini, dibayar oleh '

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi—éaksi
yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : —-cec--ceeeoodooomoeeoe

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan

menyetujui pembagian  hak bersama dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : —-ee-eoeeceoeeoeeo ..
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sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut di
atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua,
Pihak Ketiga, Pihak
, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak

( ) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar
pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan (

) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama

dalam akta ini.

Pihak Pertama Pihak Kedua Pihak Ketiga

Persetujuan Persetujuan Persetujuan

Pejabat Pembuat Akta Tanah
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SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
No : /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ( )
bulan tahun (

)
hadir dihadapan saya

yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah /Notaris, dengan daerah
kerja
dan berkantor di
dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :
1"+ L
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pemegang hak atas tanah/Hak Milik Atas satuan Rumah Susun yang akan
dijadikan Obyek Hak Tanggungan ;

pemilik

selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
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Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
. saya kenal dan
yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan

kepada saya.oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Penerima

Kuasa.
KHUSUS

untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang

selaku Debitor, sejumlah Rp. (
)/
sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian

utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor/Pemberi Kuasa dengan : ---------

selaku Kreditor dan dibuktikan dengan :

yang surat asli/salinan resminya diperlihatkan kepada saya dan penambahan,
perubahan, perpanjangan serta pembaruannya yang mungkin diadakan

kemudian, sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp.

(

)
atas obyek Hak Tanggungan berupa ( ) hak
atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini :
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e Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -- -
Nomor atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

.Nomor
seluas m? (
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

terletak di :
- Propinsi
- Kabupaten/Kota

- Kecamatan 5

- Desa/Kelurahan : &

- Jalan

yang diperoieh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

e  Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor

dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ‘ , yaitu
seluas kurang lebih m? (

meter persegi ), dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini,
terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

SKMHT Halaman 4 dari 11

Kepastian hukum ...,Fauzie Kamal Ismail, FHUI,2014niversitas Indonesia



yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

Hak Milik atas sebidang tanah :

Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih m2
( meter persegi),

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal '
Nomor yang dilampirkan pada akta ini,
terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

berdasarkan alat-alat bukti berupa :
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e  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :
- Propinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

e Hak
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Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diperlihatkan kepada
saya, PPAT, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan ini;

Obyek Hak Tanggungan ini meliputi pula :

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta
memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta
dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan serta surat-
surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa
obyek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam
sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Hak
Tangglingan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-

aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sebagai berikut: 7

®  Janji bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara
angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah
yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan disebut di
bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut,
sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek

Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi;---------

- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp. (
);
- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp. (
);
- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp. (
)i
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e Janji bahwa dalam hal obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah
sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor
dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan
dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing—masiné
hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan,
sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek
Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai
masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; --------------—-

e Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
menyewakan obyek Hak Tanggungan -dan/atau menentukan atau
mengubah jangka waktu sewa dian/atau menerima uang sewa di muka,
kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak

Tanggungan;

e Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali

dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

e Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak

Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji;----t----=-------

e Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal 'itu diperlukan
untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau
dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak
dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan
untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau

memperbarui hak atas tanah'yang menjadi obyek Hak Tanggungan; ----------

e Janji bahwa pemegang: Hak' Tanggungan pertama mempunyai hak untuk

menjual atas kekuasaan sendiri’obyek Hak Tanggungan apabila debitor

cidera janji;
e Janji yang diberikan oleh 'pemegang-Hak Tanggungan pertama bahwa

obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; -----
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e Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas
obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari

pemegang Hak Tanggungan;

e Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperolah seluruh atau
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya
oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan

umum;

e Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperolah seluruh atau
sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan &

untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; -------

e Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; ------------------z-smemeeees

e Janji bahwa Sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan
pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan

Pemegang Hak Tanggungan;
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dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan

kepada Pemegang ' Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan.

Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak

berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya tanggal
(

)

serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa

dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, ---------------==--zcrmcomcee

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini:

yang menerangkan telah ~mengetahui apa yang diuraikan di atas dan

menyetujui kuasa yang diberikan dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan : - e--eececeeoemeeeees
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sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima
Kuasa tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima
Kuasa, para saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebanyak 2
(dua) rangkap asli terdiri dari 1 (satu ) rangkap lembar pertama disimpan di
kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Penerima
Kuasa untuk dipergunakan sebagai dasar penandatanganan Akta Pemberian
Hak Tanggungan yang bersangkutan

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Persetujuan Persetujuan

Saksi Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris
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AKTA TUKAR MENUKAR

No. /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ( )
bulan tahun (

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor

diangkat /ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

dan berkantor di )
dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :------
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Kepastian hukum ...,

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan
yang lain -diperkenalkan olehnya kepada saya / Para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Para penghadap dengan akta ini menerangkan, bahwa mereka telah mengadakan
tukar-menukar :

Satu/ hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun kepunyaan Pihak Pertama,yaitu :
* Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ; ----

Nomor atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor seluas m’
(

meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
terletak di :
- Propinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Jalan

Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----------eeooooeeeeee-
atas sebaglan tanah Hak Milik / Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan / Hak
Pakai Nomor

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih m’ ( .

meter pefsegi),

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini
- terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten Kota

- Kecamatan

- Desa/Kelurahan
"~ Jalan
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« Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih m’

(

meter persegi);

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini
berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan
- Jalan

« Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

- terletak di :
- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan
- Jalan
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* Hak

dengan :

Satu/ seaallanatvnss hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Kepunyaan Pihak Kedua, yaitu:

« Hak Milik/Hak Guna Usaha/HakGuna Bangunan/Hak Pakai : -----------=-=ccemev

Nomor atas sebidang tanah sebagaimana

diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal . B
Nomor seluas m”

(

meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- terletak di :
- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan
- Jalan

Hak Milik/Hak Guna Usaha/HakGuna Bangunan/Hak Pakai : --=----------- e
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak
Pakai Nomor dengan Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih m’ (

meter persegi),

Dengan batas-batas :
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sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini
- terletak di :

- Propinsi

- Kabupaten/Kota

- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

« Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih : m

N

(

meter persegi),

dengan batas-batas

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor . yang dilampirkan pada akta ini
Berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- terletak di :
- Propinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Jalan
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¢ Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :
Nomor

- terletak di :
- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan
- Jalan

* Hak

Tukar menukar ini meliputi pula :

sclanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “obyek tukar
menukar”.

Selanjutnya para penghadap menerangkan :
a. bahwa tukar menukar ini telah terjadi dengan tambahan berupa uang yang
dibayarkan oleh Pihak Pertama kepadaPihak kedua sebanyak

b. bahwa tambahan uang tersebut diatas telah diterima penuh oleh Pihak
Kedua, dan untuk penerimaan itu akta ini berlaku pula sebagai tanda
penerimaannya;

c. bahwa tukar menukar ini dilkakukan dengan syarat-sayarat sebagai berikut :
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